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ABSTRAK 

EV ALUASI PROGRAM PERBAIKAN 
GIZI MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN 

DIKABUPATENBULUNGAN 

Pumama 
pumama _pratama@yahoo.co.id 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Permasalahan g1z1 kurang atau buruk yang masih terjadi khususnya di 
daerah kabupaten Bulungan memerlukan perhatian secara seksama. Data tahun 
2013 berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) prevalensi balita gizi kurang 
tahun 2013 sebesar 23,5% sementara target tahun 2015 sebesar 15,5%. 
Terjadinya kesenjangan yang cukup besar ini melatar belakangi penelitian 
Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan di Kabupaten 
Bulungan. Pendekaan penelitian adalah deskriptif kualitatif dan teori yang 
digunakan adalah sebagaimana yang dikemukakan David Easton :"public policy is 
the authoritative allocation of values for whole society", yang dapat diartikan 
bahwa kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada 
seluruh masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis program 
perbaikan gizi masyarakat pada Dinas Kesehatan di kabupaten Bulungan, 
kelemahan-kelemahan program, dan usaha-usaha untuk mengatasi kelemahan­
kelemahan program. Hasil penelitian menunjukan pada aspek inputs terutama 
sumber-sumber program, tenaga, dana dan sarana prasarana masih belum 
memadai. Proses pelaksanaan program pada tahap perencanaan tidak didukung 
dengan analisis permasalahan dan kurang melibatkan lintas program. Tahap 
pengorganisasian; belum ada desain organisasi, tidak ada standar operasional 
prosedur program, pembagian tugas tidak jelas, dan kurangnya peningkatan 
capacity building. Selanjutnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program 
kurang memadai. Lingkungan fisik program terutama pada kondisi geografi 
wilayah, dan lingkungan non fisik berupa ekonomi, budaya dan tingkat 
pengetahuan masyarakat yang masih kurang, turut menentukan keberhasilan 
program, yang dalam kenyataanya output : cakupan balita usia 6-24 bulan gakin 
yang mendapatkan makanan pendamping (MP) Air Susu lbu (ASI), cakupan 
bayi/balita mendapatkan kapsul vit.A, cakupan balita yg ditimbang berat 
badannya (D/S), dan cakupan bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI ekslusif pada 
tahun 2014 belum mencapai terget. Sehingga hasil (outcome) program berupa 
jumlah kasus balita gizi kurang masing tinggi. Perlu adanya penyempumaan 
program. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan perlu adanya kebijakan 
percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk menurunkan jumlah kasus balita gizi 
kurang. 

Keyword : evaluasi, program perbaikan gizi masyarakat pada Dinas Kesehatan, di 
Kabupaten Bulungan 
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EVALUATION PROGRAM IMPROVEMENT 
NUTRITION AT THE DEPARTMENT OF PUBLIC HEAL TH 

IN DISTRIC BULUNGAN 

Pumama 
pumama _pratama@yahoo.co.id 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open Univeristy 

Problems of malnutrition or worse still occur, especially in the district of 
Bulungan require careful attention. Data in 2013 by the Health Research 
(Riskesdas) the prevalence of infant malnutrition in 2013 amounted to 23 .5% 
while the target in 2015 of 15.5%. The gap is large enough background research 
Public Nutrition Improvement Program Evaluation at the Department of Health in 
Bulungan. Wide approach is descriptive qualitative research and theory used is as 
stated David Easton: "public policy is the authoritative allocation of values for the 
whole society", which means that the allocation of public policy is legally values 
to the entire community. The research objective is to analyze the public nutrition 
improvement program at the Department of Health in Bulungan district, the 
weaknesses of the program, and efforts to overcome the weaknesses of the 
program. The results showed the aspects of inputs, especially the sources of 
programs, personnel, funding and infrastructure are not sufficient. The process of 
implementation of the program at the planning stage are not supported by the 
analysis of the problems and less involving cross program. Organizing stage; no 
design organization, there is no standard operating procedures of the program, the 
division of tasks is not clear, and the Jack of capacity building. Furthermore, the 
implementation of the monitoring and evaluation of programs is inadequate. 
Physical environment program mainly on geography region, and non-physical 
environment such as the economy, culture and the level of public knowledge is 
still lacking, also determine the success of the program, which is in fact the 
output: coverage of children aged 6-24 months who receive complementary foods 
gakin (MP) Mother's Milk (ASI), the scope of infants/toddlers get vit.A capsule, 
coverage infants who weighed (D I S), and coverage of infants aged 0-6 months 
received exclusive breastfeeding in 2014 has not reached the target. So the result 
(outcome) program in the form of the number of individual cases of underweight 
children less high. The need for improvement of the program. Local Government 
through the Department of Health is necessary to accelerate the improvement of 
public nutrition policies to reduce the number of cases of infant malnutrition. 

Keyword: evaluation, community nutrition improvement program at the 
Department of Health, in Bulungan 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

1. Deskripsi Umum Kabupaten Bulungan 

a. Letak Geografis dan Batas Wilayah 

Kabupaten Bulungan merupakan salah satu dari 5 (lima) kabupaten dan 

kota propinsi Kalimantan Utara. Sebuah propinsi baru hasil pemekaran wilayah 

propinsi Kalimantan Timur tahun 2013. Secara administratif kabupaten Bulungan 

merupakan ibu kota Propinsi Kalimantan Utara. Adapun batas wilayah kabupaten 

sebagaimana data Bulungan dalam angka tahun 2014 adalah sebagai berikut : 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Ti dung dan 

Kabupaten Nunukan. 

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Tarakan dan Laut Sulawesi. 

3) Se be I ah Se Iatan berbatasan dengan Kabupaten Berau. 

4) Sebelah Barbatasan dengan Kabupaten Malinau. 

Kemudian topografi wilayah kabupaten Bulungan secara geografis adalah daratan 

yang berbukit-bukit, sebagian bergunung-gunung dengan tebing terjal dan 

kemiringan yang tajam. Selain itu terdiri atas sungai-sungai, yang merupakan 

sarana utama trasportasi antar desa, antar kecamatan khususnya pada daerah­

daerah di hulu sungai. 

Luas wilayah kabupaten Bulungan tahun 2014 berdasarkan data Bulungan 

dalam angka tahun 2014 adalah 13.181,92 km2, terdiri atas 10 (sepuluh) 

52 

42800.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



kecamatan dengan 81 ( delapan puluh satu) desa atau kelurahan. Berikut data Iuas 

wilayah kabupaten Bulungan menurut wilayah kecamatan : 

No 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Tabel4 
Luas Wilayah Kabupaten Bulungan 

Menurut Kecamatan Tahun 2014 

Kee a ma tan Luas Wilayah 
(Km2

) 

2 3 
Tanjung Selor 1.277,81 
Tanjung Palas 1.755,74 
Tanjung Palas Utara 806,34 
Tanjung Palas Timur 677,77 
Tanjung Palas Tengah 624,95 
Tanjung Palas Barat 1.064,51 
Peso 3.142,79 
Peso Hilir 1.639,71 
Sekatak 1.993,98 
Bunyu 198,32 

Kabupaten Bulungan 13 .181, 92 
Sumber: Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2014 

Persentase (%) 

4 
9,69 
13,32 
6,12 
5, 14 
4,74 
8,08 

23,84 
12,44 
15, 13 
1.50 

--

100,00 

Kecamatan Peso merupakan wilayah yang paling luas sedangkan luas wilayah 

paling kecil adalah wilayah kecamatan Bunyu sebesar 198.32 km2. 

b. Pembagian Wilayah 

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

pembentukan Kecamatan Tanjung Palas Barat. Tanjung Palas lJtara, Tanjung 

Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Scsayap Hilir. Tana Lia dan 

Kecamatan Peso Hilir dalam wilayah kabupaten Bulungan yang ditetapkan pada 

tanggal 15 Agustus 2002 maka Kabupaten Bulungan terdiri atas 13 (tiga belas) 

Kecamatan, namun dengan adanya UU Nomor 34 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, pemekaran wilayah kabupaten Bulungan, 

maka wilayah administrasi kabupaten Bulungan menjadi 10 (Sepuluh) Kecamatan 

yaitu: 
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1) Kecamatan Peso yang terdiri dari 10 (sepuluh) Desa; 
2) Kecamatan Peso Hilir yang terdiri dari 6 (enam) Desa; 
3) Kecamatan Tanjung Palas yang terdiri dari 4 (Empat) Kelurahan dan 3 

(tiga) Desa; 
4) Kecamatan Tanjung Palas Barat yang terdiri dari 5 (lima) Desa; 
5) Kecamatan Tanjung Palas Utara yang terdiri dari 6 (enam) Desa; 
6) Kecamatan Tanjung Palas Timur yang terdiri dari 8 (delapan) Desa; 
7) Kecamatan Tanjung Selor yang terdiri dari 2 ( dua) Kelurahan dan 5 

(lima) Desa; 
8) Kecamtaan Tanjung Palas Tengah yang terdiri dari 3 (tiga) Desa; 
9) Kecamatan Sekatak yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) Desa; 
10). Kecamatan Bunyu yang terdiri dari 3 (tiga) Desa. 

c. Kependudukan 

Berdasarkan laporan hasil verifikasi data kependudukan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, jumlah penduduk 

kabupaten Bulungan tahun 2014 sebanyak 162.563 jiwa terdiri dari penduduk 

laki-laki sebanyak 87 .612 jiwa dan penduduk pcrempuan sebanyak 74.951 jiwa 

Tabet 5 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kclamin 

Per Kccamatan Tahun 2014 _r ______ dT 
No Kecamatan Laki-Laki Pcrempuan Jumlah 

r--9.56l-+ 1 Tanjung Palas 8.638 18.199 
2 Tanjung Palas Barat r-4.399 ) 3.632 8.031 
3 Tanjung Palas Utara _i_ -6.49-5 -}_ 5.623 12.118 
4 Tanjung Palas Timur 8.817 I 7.218 16.035 

- ----,----------
5 Tanjung Selor 32.6091 .. 27.639 60.248 

6 Tanjung Palas Tengah 6.291 5.604 11.895 
----

7 Peso 2.706 2.212 4.918 

8 Peso Hilir 2.460 2.109 4.569 

9 Sekatak 6.263 5.673 11.936 
10 Bunyu 8.011 6.603 14.614 

Jumlah 87.612 74.951 162.563 
Sumber: Kabupaten Bulungan dalam Angka 201-1 

Kecamatan Tanjung Selor merupakan jumlah penduduk paling banyak yaitu 

sebesar 60.248 jiwa, selanjutnya kecamatan Tanjung Palas dan kecamatan 

Tanjung Palas Timur. Jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Peso 
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Hilir sebesar 4.918 jiwa. Selanjutnya jumlah penduduk kabupaten Bulungan 

menurut jenis kelamin dan kelompok um urn sebagai berikut : 

Tabel6 
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur 

Tahun 2014 

NO Golongan Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1 0- 14 thn 20.761 19.154 39.915 

2 15 - 64 thn 41.817 35.332 77.149 

3 65 Tahun ke atas 1951 1585 1585 

Jumlah 64.529 56.071 120.600 

Angka Beban Tanggungan 
54,31 58,69 51,97 

(%) 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan Tahun 2014 

d. Kcadaan Ekonomi 

% 
33,10 

63,97 

2,93 

100 

Kondisi perekonomian merupakan salah satu aspek yang diukur dalam 

menentukan kebcrhasilan pembangunan suatu negara. Berdasarkan data dari BPS, 

Nilai Produk Domcstik Bruto (PDRB) yang baru dengan tahun dasar 2000. 

Pencntuan tahun dasar 2000 scbagai tahun dasar baru juga didasarkan pada 

pengamatan bahwa pcrckonomian pada tahun 2000 pada skala regional cukup 

normal dan memadai. 

Menurut hasil pcrhitungan PDRB Kabupaten Bulungan, terlihat bahwa 

perekonomian Kabupatcn Bulungan pada tahun 2013 sangat didominasi oleh 

sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam (SDA), terutama dari 

sektor pertambangan dan pertanian. Jumlah seluruh nilai tambah yang tercipta 

akibat kegiatan ekonomi (PDRB) di Kabupatcn Bulungan pada tahun 2013 adalah 

sebesar 3.230,576 milyar rupiah. 
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Dari total PDRR Rulungan tersebut, sekitar 33,72 persennya berasal dari nilai 

tambah sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor ekonomi berikutnya yang 

memberikan kontribusi perekonomian Bulungan adalah sektor Pertanian (26,84 

persen); sektor jasa (19,43 persen); sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 

(13,34 persen); Sedangkan sektor-sektor lainnya hanya memberikan kontribusi di 

bawah 5 persen. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan 

selama waktu 2000 sampai 2013 sebesar 4,52 persen. Pertumbuhan ekonomi pada 

tahun 2013 sebesar 5,26 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 

tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 ini mengalami 

perlambatan. Hal ini terjadi karena sektor yang paling dominan dalam menyokong 

PDRB yaitu sektor pertambangan juga mengalami perlambatan pertumbuhan 

produksi. 

Adapun perkembangan produk regional perkapita tahun 2009-2013 

sebagai barikut : 

Tabel 7 
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bulungan 

Tahun 2009 - 2013 

Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar harga Konstan I 
Tahun Dengan Migas Tanpa Migas Dengan Migas Tanpa Mig~-1 

>-----
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

2009 2 371 769,42 2 134 560,44 I 039 197,21 954 794,99 
2010 2 556 730,29 2303017,18 1097723,18 1 011 426,97 
2011 2714470,13 

>--------
2 441 556,48 1164201,29 1073610,55 

2012 3 010 757,62 2 714 906,84 1 273 476,63 1 176 913,54 
2013 3 230 575,99 2 908 263,56 1 340 458,05 1 241 958,68 

Sumber: Badan Pusctt statistik Kabupaten Bulungan Tahun 2014 

Kemudian pertumbuhan ekonomi kabupaten Bulungan mulai tahun 2009 sampai 

dcngan tahun 2013 sebagai berikut 
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Tabel 8 
Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulungan 

Tahun 2009 - 2013 

Tahun Dengan Migas Tanpa Migas 

2009 4,66 5,32 

2010 5,63 5,93 

2011 6,06 6, 15 

2012 9,39 9,62 

2013 5,26 5,53 

Sumber: Badan Pusat statistik Kabupaten Bulungan Tahun 2014 

e. Pendidikan 

Kemampuan baca tulis tercermin dari angka melek huruf penduduk yang 

dalam hal ini didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang 

pernah sekolah, dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Di 

Kabupaten Bulungan penduduk yang melek huruf tahun 2013 sebesar 75,60% dan 

persentase penduduk yang tidak/Belum Pernah Sekolah/ Belum Tamat SD sebesar 

24,40%. 

Tabet 9 
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Jcnjang Pendidikan 

Yang Ditamatkan Di Kabupaten Bulungan Tahun 2014 

r--· ! L Jenjang Pendidikan 2012 2013 J 
~Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat SD 22,21 24,40 J 
I~ S_'D~~~~~~~~~~~~~~~--+~~2_9_,2_o~~~t--~2_7_,2~ 

SL TP 22, 13 20,0~j 

SLTA 19,12 18,64 

Perguruan Tinggi 7,34 9,72 

Sumber: Badan Pusat statistik Kabupaten Bulungan Tahun 2014 

Partisipasi sekolah penduduk pada semua kelompok us1a sekolah 

menggambarkan aktivitas pendidikan. Indikator ini mengukur proporsi anak yang 

bersekolah pada suatu kelompok sekolah jenjang tertentu. APS memberikan 
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gambaran secara umum tentang banyaknya kelompok umur tertentu yang sedang 

bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang dijalani. 

Pada tahun 2013 angka partisipasi sekolah untuk jenjang sekolah untuk 

jenjang usia SD, SLTP, dan SLTA masing-masing sebesar 100 persen, 95,46 

persen dan 62,95 persen. APS pada tahun 2013 untuk jenjang SD yang mengalami 

kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya. Keadaaan ini menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan di Kabupaten Bulungan telah cukup baik. 

Partisipasi penduduk us1a sekolah dapat menggambarkan tingkat 

ketersediaan kualitas sumber daya manusia dan aktivitas pendidikan di satu 

daerah. Gambaran mengenai angka partisifasi sekolah pada tiap jenjang 

pendidikan di Kabupaten Bulungan adalah bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan semakin rendah angka partisifasi kasarnya. 

Gambar 4 
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk 7 - 18 
Tahun menurut Usia Sekolah Tahun 2013 

16 -18; 

95,46% 

Sumber : Badan Pusat statistik Kabupaten Bulungan Tahun 2014 
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APM selalu lebih rendah dibandingkan APK karena pembilangnya lebih 

kecil sementara penyebutnya sama. APM membatasi usia murid sesuai dengan 

usia sekolah pada tiap jenjang pendidikan sehingga angkanya lebih kecil. 

APM merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang 

bersekolah pada jenjang pendidikan dan berusia sesuai dengan usia sekolah 

jenjang pendidikannya, sedangkan APK memberikan gambaran secara umum 

tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan padajenjang tertentu. 

Tabel 10 
Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Mumi Menurut Jenjang 

Pendidikan Tahun 2013 

APK APM 
Jenjang Laki-

Perempuan L+P 
Laki-

Perempuan 
Pendidikan Laki Laki 

SD 114,87 111 ,26 113,32 98,64 93,76 
SLTP 82,59 91 ,18 86,09 74,15 69,98 
SLTA 68 ,90 65,01 66,87 64,31 50,78 

Sumber: Badan Pusat statistik Kabupaten Bulungan Tahun 2014 

2. Deskripsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 

a. Struktur Organisasi 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan merupakan salah satu Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. Strnktur 

orgamsas1 Dinas Kesehatan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten 

Bulungan Nomor 01 tahun 2013 tanggal 6 Februari 2010. Adapun struktur 

organ1sas1 Dinas Kesehatan kabupaten Bulungan dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar: 5 
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 
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SEKSI SEKSI WABAH DAN SEKSI TENAGA DAN SEKSI KESEHATAN 
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YAN KIN 
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Sumber: Perda Kabupaten Bulungan Nomor OJ tahun 2013 

Tugas dan fungsi organisasi diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 

tahun 2013 tanggal 15 April 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut : 

Tugas pokok : melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang kesehatan 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 
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Fungsi: 

1 ).Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana 
strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah. 

2).Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis 
dibidang kesehatan. 

3).Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang 
kesehatan 

4). Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan. 
5). Penyelenggaraan urusan kesekretariatan. 
6). Pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan. 
7). Pembinaan kelompok jabatan fungsional. 
8).Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya 

Secara umum tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten adalah melaksanakan 

urusan pemerintah dan pelayanan publik dibidang kesehatan. 

b. Sumber Daya Kesehatan 

1 ). Sumber Daya Manusia Kesehatan 

Jumlah tenaga kesehatandiluar RS sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 

2014 tidak mengalami pcningkatan baik dari sisi jumlah maupun kualitas tenaga. 

Pada tahun 2013 jumlah tenaga kesehatan PNS maupn Non-PNS secara 

keseluruhan baik medis, paramadis, teknisi medis mapun non mcdis adalah 775 

orang 

Tabel. 11 
Jumlah Tenaga Kesehatan 

NO Jenis Tenaga Tahun 2013 Tahun 2014 Kctcrn~~~~~ l Med is 41 41 

2 Perawat 329 329 

3 Bidan 197 197 

4 Fannasi 27 27 

5 Gizi 16 16 
-···· 

6 Teknisi Medis 22 22 

7 Sanitasi 17 17 

8 Kesmas 24 24 

9 Non Kesehatan 102 102 

Jumlah 775 775 

Sumber: Profil Kesehatan Tahun 2014 
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2) Sarana Kesehatan 

a). Pusat Kesehatan Masyarakat ( PUSKESMAS) 

Jumlah puskesmas di Kabupaten Bulungan smapai bulan Agustus 2014 

sebanyak 12 puskesmas yang terdiri dari 8 unit puskesmas perawatan yaitu 

puskesmas Bumi Rahayu, puskesmas Tanjung Palas, puskesmas Tanjung Palas 

Utara, puskesmas Sekatak Buji, Puskesmas Bunyu, puskesmas Long Bia, 

puskesmas Long Beluah dan puskesmas Tanah Kuning. Dan 4 unit puskesmas 

non perawatan yaitu puskesmas Tanjung Selor, puskesmas Salimbatu, puskesmas 

Long Bang dan puskesmas Antutan. Untuk Tahun 2013 telah dikembangkan 

bangunan rawat jalan Puskesmas Long Tungu, sehingga secara fisik jumlah 

puskesmas sampai bulan Agustus adalah 13 buah 

b). Puskesmas Pembantu 

Jumlah puskesmas pcm ban tu sampai akhir tahun 2014 adalah 36 Unit. 

3). Posyandu 

Pada tahun 2013 terdapat 173 posyandu yang tersebar di Kabupaten 

Bulungan yang terdiri dari 11,49% Posyandu Pratama, 32, 18% Posyandu Madya 

dan 19,54% Posyandu Mandiri. Rasia Posyandu per 100 balita di kabupaten 

Bulungan sebesar 1,29. 
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B. Basil Penelitian dan Pembahasan 

1. Evaluasi Kebijakan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pada Dinas 

Kesehatan Di Kabupaten Bulungan. 

a. lndikator Input 

Input (masukan) kebijakan Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan terdiri atas tiga yaitu demands dari 

masyarakat berupa pengetahuan, perilaku), sumber resources (sumber daya) yang 

terdiri atas tenaga, anggaran/dana dan sarana prasrana dan supporting (dukungan) 

dari DPRD dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan. 

1). Demands (tuntutan-tuntutan) 

a). Pencermatan dokumcn 

Hasil riset kesehatan dasar yang <lilakukan oleh Balai Penelitian dan 

Pengembangan Kementrian Kcsehatan (Bali tbangkcs) tahun 2013 yang 

memberikan hasil kasus gizi kurang di Kabupatcn Bulungan masih rendah, 

dimana prevalensi gizi kurang scbesar 23,5% sementara target tahun 2015 sebesar 

15,5. Hasil ini memberikan makna bahwa masih banyak terjadi kasus gizi kurang 

pada balita di Kabupaten Bulungan. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa usulan desa malalui musyawarah 

tingkat kecamatan yang diambil dari dari Sistcm Perencanaan Pembangunan 

Daerah (SIPPD) kabupatcn Bulungan menunjukan adanya permintaan adanya 

makanan tambahan (PMT) yang ditujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bulungan untuk dapat diakomodir sebagai masukan rcncana kerja tahunan 

63 

42800.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Kemudian hasil pencermatan dokumen Profil Kesehatan tahun 2014, 

jumlah kunjungan anak balita di sarana kesehatan dasar, puskesmas dan posyandu 

sebesar 9.250 orang atau 68,1 % dari jumlah keseluruhan 13.591 orang. Masih 

banyak ibu-ibu yang tidak tahu pentingnya menjaga kesehatan anak balitanya. 

Hasil pencermatan dari dokumen menggambarkan adanya tuntutan dari 

masyarakat terhadap perbaikan gizi. Permintaan masyarakat terhadap makanan 

tambahan yang disalurkan mclalui mekanisme usulan rencana kerja pembangunan 

daerah merupakan salah satu indikator adanya tututan atau kebutuhan masyarakat 

akan perbaikan gizi. Masih tingginya angka kasus balita gizi kurang di kabupaten 

Bulungan salah satu inputs penting bagi program perbaikan gizi masyarakat. 

Selain itu rendahnya minat masyarakat untuk memeriksakan balitanya ke sarana 

kesehatan salah satu isu yang menjadi perhatian pada program. 

b). Hasil Wawancara 

Selanjutnya petikan wawancara langsung dengan responden sebagai berikut : 

Informan 6 (enam): 

·' ... daerah Sekatak dikenal suatu daerah yang cukup banyak kasus glZI 

buruk, sampai bulan ini itu ada sudah 6 orang gizi buruk itu yang 

marasmus, sebenarnya pcndidikan mereka yang masih kurang sehingga 

tidak tahu mengenai gizi, karena mereka tinggalnya jauh di pedalaman" 

Kemudian dari hasil wawancara keluarga yang anak balitanya menderita gizi 

buruk yang berasal dari daerah Sekatak . 
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Informan 11 (sebelas): 

" .. kami ni tidak tahu menahu, maklumlah perempuan ini kurang pergaulan 

kurang pendidkan, kami tidak tahu penyakit ini nanti akan aku kasih tahu 

dorang disana " 

c). Pembahasan : 

Menurut Easton dalam Rusli (2015 : 40) mengatakan "public policy is the 

authoritative allocation of values for whole society, yang dapat diartikan bahwa 

kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh 

masyarakat". Jones dalam Abidin (2002 : 19) kebijakan sebagai "a course of 

behavioral consistency and repetitiveness 'associated' with and through 

government to resolve public problems ".(perilaku yang tetap dan berulang dalam 

hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk 

memecahkan masalah umum). Wahab dalam Suharno (2013:32) mengemukakan 

''Kebijakan publik sebagai tindakan (politik) apapun yang diambil oleh 

pemerintah (pada semua level) dalam menyikapi sesuatu permasalahan yang 

terjadi dalam konteks atau lingkungan sistem". 

Definisi para ahli dapat dimaknai bahwa kebijakan publik diperlukan 

untuk mengalokasikan nilai-nilai yang sah kepada masyarakat. Nilai-nilai dalam 

bentuk program perbaikan gizi masyarakat sehubungan dengan adanya tuntutan 

dan permasalah yang terjadi. Kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah 

yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan untuk kepentingan 

bersama. Sehubungan dengan kondisi yang ada, pemerintah berkewajiban untuk 

menyikapi permasalahan tersebut. lsu publik mengenai masih banyaknya jumlah 

balita gizi kurang dengan angka prevalensi tahun 2013 sebesar 23,5% dan kurang 
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mengetahuinya masyarakat tentang pentingnya kesehatan anak balita yang 

ditunjukan dengan cakupan kunjungan balita ke sarana pelayanan kesehatan 

rendah dan adanya permintaan masyarakat terhadap bahan makanan tambahan 

sebagai usulan untuk memperbaiki gizi balita adalah inputs penting akan adanya 

suatu kebijakan atu program yaitu program perbaikan gizi masyarakat. 

2).Sumber-sumber (resources) 

a). Ketenagaan 

(1). Pencermatan dokumen 

Jumlah tenaga kesehatan gizi pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas 

sampai dengan tahun 2014 berdasarkan data Profil Kesehatan tahun 2014 adalah 

16 (enam belas) orang dengan 4 (empat) orang di Dinas Kesehatan dan 12 (dua 

belas orang) bertugas di 11 (sebelas) Puskesmas, dengan rincian 11 (sebelas) 

puskesmas telah memiliki tenaga gizi, dan masih ada satu puskemas di puskemas 

Long Bang yang belum memiliki tenaga gizi. 

(2). Hasil Wawancara 

Selanjutnya dilaksanakan wawancara langsung dengan informan terkait dengan 

sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan gizi. 

Informan 1 (satu) 

" ... masing-masing puskesmas ditempatkan tenaga kesehatan gizi, karena 

masih kurang disetiap desa kita tempatkan bidan-bidan desa yang dapat 

memberikan pelayanan kesehatan khususnya anak balita". 

Inforrman 2 (dua) 
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" .. untuk tenaga kesehatan disetiap desa-desa kita tempat tenaga bidan, 

karena masih kurang upaya kita menyekolahkan rekruitmen lokal dengan 

harapan setelah selesai dapat kembali ke daerahnya." 

lnforman 3 (tiga) : 

" .. .jumlah tenaga gizi yang ada di Kabupaten Bulungan kita masih 

kekurangan, dimana berjumlah enam belas orang, empat orang di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bulungan dan dua belas orang di puskesmas, kecuali 

di Puskesmas Long Bang yang masih belum memiliki tenaga gizi" 

Informan 7 (tujuh) 

" ... satu orang tenaga teknis gizi menurut evaluasi kita untuk pengelola 

kegiatan satu kecamatan cenderung kewalahan, idealnya sih berjumlah dua 

orang, ya satu orang kegiatan diluar gedung dan satu orang perencanaan di 

puskesmas, namun satu orangpun sebenarnya bisa asalkan petugas 

kesehatan lainnya diberikan pelatihan dan pengetahuan tentang gizi" 

Informan 8 (delapan) 

'' ... jumlah tenaga gizi di puskesmas menurut be ban kurang idealnya tiga 

orang, dua dalam gedung dan satu orang diluar gedung''. 

(3). Pembahasan 

J umlah tenaga kesehatan gizi serl uruhnya 16 ( cnam be las) orang yang 

terbagi 4 (empat) orang di Dinas Kesehatan kabupaten Bulungan dan 12 (dua 

belas) orang di puskesmas. Kemudian mengacu pada Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 81 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan 

SDM Kesehatan menggunakan metode rasio (Ratio method) terhadap 100.000 
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jumlah penduduk, maka rasio tenaga kesehatan gizi di Kabupaten Bulungan per 

100.00 penduduk pada tahun 2014 adalah: 

16 
165.563 x 100.000 = 9,84 

Sementara standar rasio tenaga kesehatan gizi ad al ah 22 per 100. 000 penduduk, 

sehingga jumlah tenaga gizi sesuai standar adalah : 

22 
100.000 x 165.563 = 36,44 

Bila dibandingkan jumlah tenaga gizi yang ada terhadap jumlah tenaga gizi sesuai 

dengan standar adalah prosentasenya adalah : 

16 
36.44 x 100% = 43,91% 

Ini memberikan makna bahwa jumlah tenaga kesehatan gizi di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bulungan masih 43,91 % dari standar atau masih membutuhkan 

sepuluh orang. 

Menurut Katz dalam Abidin (2002 : 43) masukan atau inputs dalam 

kebijakan publik yang faktor pcndukung (supporting factors) ini human 

resources, finance, logistic, information. participation and legitimation. 

Sedangkan Meter dan Horn dalam Suharno (2013 : 463 ''Implementasi 

kebijakan perlu dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia 

maupun sumber daya non-manusia. Kurangnya sumber daya akan menyulitkan 

implementasi kebijakan". Definisi para ahli sebagaimana yang disebutkan diatas, 

secara umum faktor sumber daya manusia merupakan inputs penting terhadap 

pelaksanaan kebijakan publik atau program. Keberhasilan program sangat 

dipengaruhi dengan ketersediaan jumlah sumber daya manusia. Hasil perhitungan 
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rasio jumlah tenaga kesehatan gizi yang masih dibawah standar menunjukan 

ketersediaan jumlah sumber daya manusia program masih belum memadai. 

Ketersediaan jumlah sumber daya manusia sangat menentukan 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan atau program. Program perbaikan g1z1 

masyarakat selain dilaksanakan di dalam gedung puskesmas juga pelayanan luar 

gedung. Jumlah tenaga kesehatan gizi yang masih kurang akan menyulitkan dalam 

pelaksanaan program khususnya yang dilaksanakan di puskesmas-puskesmas. 

Berdasarkan hasil analisis, inputs sumber daya manusia merupakan salah satu 

faktor yang berpotensi terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program. 

Jumlah tenaga kesehatan gizi yang masih kurang dapat menjadi kendala dalam 

pelaksanaan program. Dalam kenyataannya pelaksanaan kegiatan tidak dapat 

dilaksanakan secara optimal, yang dapat dilihat dari hasil cakupan output 

program. 

b ). Anggaran I Dana 

(1 ). Pencermatan dokumcn 

Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan tahun 2014 

terdiri atas lima kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 789.218.000,00. Sesuai 

dengan jenis pengeluaran, kegiatan berupa pengadaan barang atau fisik yang 

Iangsung dirasakan masyarakat sebanyak dua kegiatan yaitu : kegiatan Pemberian 

Makanan Tambahan (PMT) dan vitamin scbesar Rp 400.000.000,00 dan kegiatan 

Penanggulangan KEP, Anemia Gizi besi, GAKY, kurang vitamin Adan zat gizi 

mikro lainnya sebesar Rp 318,004.000,00 dengan anggaran keseluruhan Rp 

718.404.000,00 atau sebesar 91 % dari keseluruhan anggaran, sementara sisanya 

bersifat non fisik. 
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Anggaran Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan 

kabupaten Bulungan hasil pencermatan dokumen anggaran APBD tahun 2014, 

selain anggarannya melekat pada Dinas Kesehatan juga terdapat pada anggaran 

operasional pada 12 (duabelas) puskesmas. Jumlah anggaran operasional program 

berdasarkan dokumen anggaran tahun 2014 adalah Rp 1.251.250,00 yang meliputi 

4 (empat) bidang atau program. Khsusus untuk program yang merupakan upaya 

perbaikan gizi masyarakat adalah sebagai berikut : 

No 

1 
2 
3 

Tabel 12 
Jumlah Anggaran Perbaikan /Gzi 

(Hasil review anggaran operasional Puskesmas) 
Tahun Anggaran 2014 

N ama Puskesmas Jumlah Anggaran 
Dalam (Rp) 

Tanjung Palas 26.280.000,00 
Tanjung Palas Utara 54.720.000,00 
Sekatak 40.040.000,00 

Keterangan 

-------, 

4 Salimbatu 41.000.000,00 ----------~ 
5 Tanjung Selor 53.600.000,00 ,__________ --- ___ _________j 

6 Bumi Rahayu (KM 9) 25.560.000.00 I 

7 Long /Bia 50.500.000,00 - _· -=-J 
8 Long Bang 19.060.000,00 
9 Tanah Kuning 43.400.000,00 I 
10 Bunyu 27.000.000,00 ~ 

---

1 1 Antu tan 9.500.000,00 
- r-~------

12 Long Beluah 17.810.000.00 

Jumlah 417.470.000,00 
Sumber : DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan TA. 2014 

Jumlah total anggaran program perbaikan gizi masyarakat pada Dinas Kesehatan 

Kabupatcn Bulungan tahun 2014 baik dari Dinas Kesehatan dan Operasional 

Puskesmas adalah Rp 789.218.000,00. + Rp 417.4 70.000,00 Rp 

1.206.680.000,00. 

70 

42800.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



(2). Hasil wawancara: 

Informan 1 (satu) : 

" ... untuk penanggulangan gizi buruk kita sudah mengalokasi satu milyar 

untuk pengadaan makanan tambahan diluar kegiatan program program 

pemberdayaaan". 

lnforman 2 (dua): 

" ... untuk ibu hamil pemberian PMT dan KEK kita masih kekurangan 

sesuai kasusnya, anggaran selama ini masih kurang, selama ini kita 

masukan sekian anggarannya tapi realisasinya yang masih kurang". 

Informan 3 (tiga) 

" lagi-lagi kita terbatasnya anggaran tetutama bagi peningakatan SOM, 

kegiatan kita masih terbatas pada kelompok-kelompok tertentu, dari 

program yang ada belum menampung semua rencana karena terbatasnya 

anggaran" 

Informan 6 (enam) 

" untuk pengadaan makanan tambahan, PMT untuk wilayah kami masih 

tidak kontinu, kadang waktu dibutuhkan tidak ada" 

Informan 8 (delapan) 

·' ... kalau PMT sih kami sudah cukup tctapi untuk kegiatan pemberdayaan 

seperti penyuluhan kami menggunakan biaya sendiri, karena tidak ada anggaran". 

Hasil wawancara secara umum mengemukakan bahwa sumber daya 

program perbaikan gizi masyarakat di kabupaten Bulungan masih terbatas. 

Kenyataan yang ditemui menunjukan bahwa terdapat kegiatan-kegiatan program 
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seperti pengadaan makanan tambahan/PMT, KEK, dan kegiatan-kegiatan 

pemberdayaan atau penyuluhan yang kurang maksimal. 

(3). Pem bahasan 

Wildavsky (1979) dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012 : 86), 

mengemukakan "Suatu kebijakan atau program tidak akan dapat mencapai tujuan 

atau sasaran tanpa dukungan anggaran yang memadai". Sedangkan menurut 

Suhamo (2013 : 174) "Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap 

program. Karena bagaimanapun dalam tahapan implementasi kebijakan akan 

membutuhkan biaya operasional". Definisi para ahli tersebut diatas menyatakan 

bahwa pentingnya ketersediaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan 

kebijakan/program. Sumber daya keuangan merupakan faktor krusial dalam 

pelaksanaan program. Operasional kegiatan program sangat memerlukan biaya 

operasional. Jumlah anggaran program 91 % digunakan untuk pengadaan makanan 

tambahan. namun dalam kenyataannya masih bclum terpenuhi secara optimal. 

Kondisi ini mengindikasikan hahvva ketersediaan alokasi anggaran program masih 

belum cukup memadai. Sclain itu, masih ada puskesmas yang menyelenggarakan 

kegiatan program berupa penyuluhan yang pembiayaan diluar anggaran program 

yang tersedia. 

c) Sarana prasarana 

(1) Hasil observasi 

Hasil observasi di lapangan, sarana dan prasarana yang digunakan untuk 

program perbaikan gizi masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 

berada di puskemas-puskesmas. Laboratorium puskesmas seluruhnya tidak 

dilengkapi peralatan khsusus pemeriksaan kesehatan terkait gizi. Sarana prasarana 
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yang dimiliki hanya peralatan untuk kegiatan penyuluhan, dan pemantauan berat 

badan atau timbangan serta pengukur tinggi badan, untuk peralatan penunjang 

pemeriksaan laboratorium masih banyak puskesmas yang belum memiliki. 

(2). Hasil wawancara 

Informasi 2 (dua) : 

" .. .jumlah sarana prasarana kita terbatas, ya untuk kegiatan penyuluhan 

sedangkan untuk kegiatan pemeriksaan masih sangat kurang" 

Informan 3 (tiga) 

" .. dari usulan teman-teman puskesmas untuk pemenuhan prasarana 

penunjang program terutama peralatan laboratorium, karena terbatasnya 

anggaran, dari semua usulan itu belum dapat terpenuhi". 

Informan 7 (tujuh) 

''..sarana pelayanan gizi, laboratorium puskesmas kita terbatas karena 

masih kearah laboratorium klinis, kalo untuk sarana luar penyuluhan tidak 

masalah kita bisa menggunakan alat promkes yang Jain". 

(3). Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukan sarana prasarana kebijakan program 

perbaikan gizi masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan masih 

kurang, khususnya sarana laboratorium puskesmas yang kurang dilengkapi 

dengan peralatan pemeriksaan gizi. Menurut Katz dalam Abidin (2002 : 43) 

masukan atau inputs dalam kebijakan publik yang faktor pendukung (supporting 

factors) ini human resources, finance, logistic, information, participation and 

legitimation. Logistik dalam pergertian ini adalah ketersediaan sarana prasarana 

kebijakan. Subarsono dalah Suhamo ( 2013 : 21) mengemukakan " kinerja suatu 
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kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finnsial, material, infrastuktur 

lainnya". Menurut pendapat para ahli ketersediaan sarana prasarana sangat 

penting karena merupakan inputs atau faktor pendukung kebijakan dan dapat 

mempengaruhi kinerja kebijakan. 

Jumlah sarana dan prasarana penunJang kegiatan khususnya peralatan 

laboratorium masih belum memadai. Kondisi ini tentunya dapat menghambat 

kegiatan khususnya pemantauan status gizi masyarakat yang dilaksanakan melalui 

alat laboratorium. Penyebab adanya kurang gizi dapat dideteksi secara langsung 

maupun tidak langsung. Untuk kasus-kasus tertentu sangat membutuhkan perlatan 

penunjang labaratorium. Oleh karena itu keterbatasan sarana prasarana penunjang 

program akan menghambat tujuan dan sasaran tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. 

c).Supporting (dukungan) 

Supporting ( dukungan) merupakan dukungan terhadap kebijakan program 

perbaikan gizi rnasyarakat pada Oinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. 

(1 ). Hasil wawancara 

lnforman 4 (em pat ) : 

-- ... kalau untuk kabupaten, kabupaten.Bulungan khsusunya ya, itu 
kcbijakan masalah baik SOM, SOM itu karena luas, dan kesehatan 
maupun dari pendidikan, kitra tetap fokus artinya dukungan terhadap 
kesehatan, karena gizi merupakan salah indikator dari SOM tentunya itu 
mendapat prioritas utama disamping prioritas infrastruktur lainnnya tapi 
untuk kesehatan masih prioritas utama, konsekuensinya pendanaan kita 
fokus baik APBO maupun bantuan keuangan propinsi" 

Selanjutnya dilakukan wawancara pada informan lainnya sebagai berikut : 
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Informan 5 (lima) 

''. .. kaitannya dengan supporting anggaran kita DPRD Kabupaten 
Bulungan dan pemerintah Bulungan sektor kesehatan selama ini tidak 
pemah kita mempelototi karena untuk menyangkut hajat hidup orang 
banyak masalah kesehatan ini, jadi APBD Dinas Kesehatan pada 
prinsipinya kita tidak terlalu membahas secara detail, artinya kita percaya 
pada dinas teknis karena ya itu menyangkut hajat hidup orang banyak 
dan masalah gizi buruk selama ini plafon anggaran tidak pemah kita 
pangkas, artinya kita konsen". 

(2). Pembahasan 

Menurut Viney dalam Suwitri, Pumawaeni dan Krismartini (2014 : 3.30) 

"Power atau kekuasaan atau sekelompok aktor sangat berpengaruh dalam 

pembentukan JeJanng kebijakan". Jones dalam Abidin (2002: 143) 

mengemukakan "Kebijakan adalah tidak seluruh pertimbangan (perhitungan) 

dalam perumusan kebijakan dipusatkan pada apa masalahnya dan bagaimana 

mengatasinya, tetapi juga pada apa masalahnya mendapat dukungan atau 

legitimasi bagi kebijakan". Berdasarkan pendapat para ahli sebagaimana tcrscbut 

diatas, dapat disimpulkan bahwa dukungan dari aktor-aktor kcbijakan yang 

berkompeten sangat diperlukan untuk kebcrhasilan sebuah program. Hasil 

wawancara menunjukkan adanya komitmen yang kuat baik dari pemcrintah 

daerah maupun legislatif. Pemerintah daerah kabupaten Bulungan memberikan 

prioritas utama dalam kcbijakan pembangunan daerah. Hal ini karcna program 

perbaikan gizi masyarakat merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari upaya 

pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bentuk 

komitmen juga diperlihatkan dari salah satu anggota DPRD sekaligus Wakil 

Ketua DPRD kabupaten Bulungan yang secara terang menyatakan komitmennya 

terhadap upaya perbaikan gizi masyarakat. Pemyataannya terkait dengan 
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kebijakan anggaran merupakan salah satu bukti adanya dukungan yang besar 

terhadap program ini. 

b. Indikator Proses 

Indikator proses adalah cara-cara yang digunakan program perbaikan gizi 

masyarakat pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Bulungan untuk mencapai tujuan 

dan sasaran. Adapun proses untuk melaksanakan kegiatan program meliputi 

beberapa tahapan, antara lain tahapan perencanaan, tahapan pengorganisasian, 

tahapan aksi atau pelaksanaan, dan tahap evaluasi. 

1). Tahap Perencanaan 

a). Tujuan program 

(1) Hasil \Vawancara 

Informan 1 (satu) 

" e .. jadi dinas kesehatan untuk pcnanggulangan gizi buruk kita mengacu 
pada millenium development goals, poin pertama menurunkan angka 
kemiskinan, e sedangkan menurunkan angka kemiskinan salah satu 
satunya adalah dengan mcningkatkan gizi masyarakat, bagaimana orang 
miskin tidak mengalami kekurangan gizi, sehingga di program kesehatan 
khususnya di bidang kesehatan masyarakat ada seksi kesehatan keluarga, 
seksi KIA dan gizi, yang sudah dilaksanakan yang pertama setiap 
puskesmas ditempatkan tenaga yang ahli puskemas, tetapi tidak dapat 
dikerjakan satu orang yang ahli dalam bidang gizi dibantu dengan program 
posyandu, dimana teman-teman puskesmas melalui pelayanan kesehatan 
dapat ikut membantu memberikan penyuluhan.Kasus gizi kurang bukan 
karena mereka tidak makan, untuk kondisi Bulungan ini ketersediaan 
sumber makanan protein sepertinya cukup, ada kebijakan pemerintah 
tentang raskin, daging dapat mereka cara dengan berburu seperti payau. 
Tingkat pendidikan yang masih kurang rata-rata masih banyak sekolah 
dasar sehingga belum mengetahui gizi seimbang dan bisa jadi karena 
penyakit dan perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat masih kurang, 
masih buang air besar sembarang yang menyebabkan penyakit diare dan 
kekurangan gizi". 
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Informan 2 (dua) 

" ... jadi untuk kabupaten bulungan memang situasi kondisi masalah 
kesehatan dari hasil riskesdas 2007 itu kita masuk daerah bermasalah 
kesehatan, dari hasil evaluasi itu kita kan demands kebutuhan dari 
masyarakat utama perlu pelayanan kesehatan, permasalahan gizi masalah 
kurang gizi, terutama permasalahan pelayanan ibu dan anak, permasalahan 
promos1 kesehatan yang merupakan unggulan dicarikan jalan 
pemecahannya. ". 

(2). Pembahasan 

Menurut Amara dalam Suwitri, Pumawaeni dan Krismartini (2014 : 1.6) 

suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu : 

1 ). ldentifikasi dari tujuan yang ingin dicapai 
2).Taktik atas strategi dari bebagai langkah untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan 
3).Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara 
nyata 

Kemudian menurut Rusli (2015:85) "Dalam proses pelaksanaan itu 

diperlukan berbagai aktivitas termasuk pcnyiapan, pelaksanaan, soasialisasi, 

peningkatan kapasitas (capacity bufidinK) dari pihak pelaksana terutama (aparatur 

pemerintah)". Berdasarkan pendapat para ahli sebagaimana tersebut diatas, sebuah 

kebijakan atau program, tujuan yang ingin dicapai merupakan elemen penting 

dalam mempersiapkan langkah-langkah pelaksanaan. 

Proses pelaksanaan tahap penyiapan termasuk aktivitas perencanaan tujuan 

program. Rencana tujuan program perbaikan gizi masyarakat pada Dinas 

Kesehatan di Kabuapten Bulungan berdasarkan hasil wawancara adalah 

menanggulangi kasus gizi kurang atau gizi buruk melalui peningkatan pelayanan 

kesehatan ibu dan anak dan promosi kesehatan. Rumusan tujuan ini didasarkan 

dari evaluasi hasil riskesdas tahun 2007 dan tuntutan terhadap pelayanan 

kesehatan ibu dan anak. 

77 

42800.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



(b) Rencana program 

Informan 3 (tiga) : 

" ... perencanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat memang kita susun 
dari data-data dari indikator-indikator hasil capaian program yang telah 
dicapai sebelumnya, belum berdasarkan analisa permasalahan, intinya 
berangkat dari capaian program yang belum tercapai untuk menentukan 
prioritas kegiatan dan kegiatan yang kita rencana berdasarkan renstra yang 
kita buat, kebanyakan usulan-usulan dari puskesmas belum banyak 
dipenuhi karena keterbatasan anggaran dan usulan masyarakat melalui 
musrenbang berupa PMT (Pemberian Makanan Tambahan)" 

Informan 7 (tujuh) : 

" ... perencanaan kita masih lemah, bagaimana menganalisis akar 

permasalahan kita masih belum tajam, jadi kebanyakan perencanaan e .. 

sifatnya situasional saja secara global saja ka\au perencanaan PMT 

kebanyakan dari masyarakat .. ". 

Inform an 8 (de la pan) : 

'· ... e ... kalau usulan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) kami tidak 

memberikan masukan melalui musrenbang, dinas sendiri yang tahu, bukan 

kita, kami tidak tahu kok ujug-ujug ada gitu" 

Informan 9 (sembilan) : 

... ka\au desa-desa mengusulkan PMT di Musrenbang kecamatan, cuman 

realisasinya kami belum tahu'' 

(2).Pembahasan 

Rawls dalam Suwitri, Purnawaeni dan Krismartini (2014 : 3.27) 

mengemukakan ·'kebijakan yang tidak melibatkan stakeholders dapat 

menimbulkan kesenjangan dalam keadilan sosial (social equity atau justice as 

fairness)". Hutington dan Nelson dalam Abidin (2002 : 84) mengemukakan 
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"kebijakan yang dianggap tepat dapat menjawab tuntutan masyarakat akan 

mendapat dukungan, sebaliknya konsekwensi dari kebijakan dapat diamati secara 

jelas dalam masyarakat". Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 7 (tujuh) ayat 2 (dua) yaitu : Renja­

SKPD disusun berpedoman kepada Renstra SKPD dan kepada RKP memuat 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksnakan langsung 

oleh pemerintah dan maupun yang akan ditempuh dengan mendorong pasitpasi 

mayarakat. 

Perencanaan program untuk pengadaan makanan tambahan (PMT) 

merupakan pertisipasi dari masyarakat, artinya rencana kegiatan berdasarkan 

usulan dari masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) 

tingkat kecamatan. Secara mekanisme sudah sesuai dengan teori-teori yang 

dikemukakan para ahli dan Undang-undagan nomor 25 tahun 2015 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perlu adanya 

partisipasi publik. Namun, puskesmas tidak dilibatkan dari rencana program 

pemberian makanan tambahan (PMT), dalam kenyataanya seluruh puskesmas 

tidak mengetahui adanya program kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT). 

Kondisi ini akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan program karena 

kurang melibatkan puskesmas-puskesmas dari aspek perencanaan. 

Perencanaan program tidak didukung dengan data atau informasi basil dari 

analisis permasalahan. Usulan-usulan dari puskesmas yang merupakan 

perwujudan adanya suatu permasalahan belum banyak yang terpenuhi. Selain itu 

dari perencanaan program di puskesmas sendiri juga masih lemah. Perencanaan 

program bersifat situasional, yang kurang menyentuh upaya penanggulangan akar 
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permasalahan. Kondisi ini akan mempengaruhi keberhasilan program yang 

ditandai dengan capaian program yang tidak memenuhi standar. 

b ).Pengorganisasian 

Pengorganisasian Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bulungan, meliputi pembagian tugas, pengelompokan 

kerja, koordinasi dan prosedur kerja. 

(1 ). Hasil wawancara 

Informan 1 (pertama) 

" ... di program kesehatan khususnya di bidang kesehatan masyarakat ada 
seksi kesehatan keluarga, seksi KIA dan gizi, yang sudah dilaksanakan 
yang pertama setiap puskesmas ditempatkan tenaga yang ahli puskemas, 
tetapi tidak dapat dikerjakan satu orang yang ahli dalam bidang gizi 
dibantu dengan program posyandu, dimana teman-teman puskesmas 
melalui pelayanan kesehatan dapat ikut membantu memberikan 
penyuluhan .. " 

Informan 3 (tiga) : 

''... pelaksanaan program masih berjalan sendiri scndiri, dinas dan 

puskesmas, kurangnya koordinasi. memang kalau tim kita tidak punya, 

namun setiap puskesmas dan kecamatan kita bentuk daerah bianaan gizi". 

Informan 8 (delapan) : 

" ... kita punya pos penimbangan bergerak, diluar jam kerja merupakan 

salah satu upaya kami untuk pendckatan masyarakat yang tidak mau ke 

posyandu, ini bukan program dinas tetapi puskesmas tanpa ada anggaran". 

Informan 7 (tujuh) : 

" ... dari dinas kesehatan pembianaan yang dilakukan biasanya masalah 

teknis, tidak pemah persoalan manajemen". 
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(2). Pembahasan 

Menurut Suwitri, Purnawaeni dan Krismartini (2014 : 3.2), orgarnsas1 

publik sangat bergantung pada stakeholdernya dalam memenuhi kebutuhan 

organisasinya. Karena itu setiap kebijakan publik dari suatu organisasi publik 

harus melibatkan stakeholdernya dalam setiap siklus tahap kehidupan. Kemudian 

menurut Hogwood dan Gun dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2002 : 15), perfec 

implementation tidak pernah terwujud diantaranya disebabkan jarang ada suatu 

kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Sedangkan Gullich 

dalam Sule dan Saiffulah (2009 : 10), memadang bahwa koordinasi merupakan 

fungsi yang harus dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi agar dapat meraih 

tujuan. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert dalam Sule dan Saiffulah (2009 

: 153), ada empat pilar (building block) yang menjadi dasar untuk melakukan 

proses pengorgamsasian, yaitu pembagian kcrja (division of work), 

pengelompokan pekerjaan (departmentali:zation), penentuan relasi antar bagian 

dalam organisasi (hierarky) dan penentuan mckanisme untuk mcngintegrasikan 

aktivitas antar bagian dalam ogranisasi atau koordinasi (coordination). Secara 

umum menurut pcndapat para ahli sebagaimana tersebut diatas, dalam pelaksnaan 

program sangat diperlukan pengorganisasian dcngan baik. Pembagian tugas dan 

kewenangan dilakukan secara jelas, adanya pengelompokan kerja, sistem 

koordinasi antar bagian dalam organisasi dan memiliki prosedur tetap yang jelas. 

Pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat pada Dinas Kesehatan di 

Kabupaten Bulungan dilaksanakan dengan tidak adanya pembagian tugas secara 

jelas antara tugas Dinas Kcsehatan dan Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis 

Dinas Kesehatan. Pelaksanaan program bcrjalan sendiri-sendiri, sehingga 
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menyulitkan sistem koordinasi dan komunikasi. Penyampaian laporan kegiatan 

tidak tertib dan sering mengalami keterlambatan. Pengelompokan kegiatan masih 

belum konsiseten sesuai dengan tugas pokok organisasi. Belum memiliki prosedur 

tetap secara tertulis terkait dengan pelaksanaan program. 

c). Pelaksanaan 

Pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat pada Dinas Kesehatan 

kabupaten Bulungan meliputi penanggulangan kasus gizi kurang melalui kegiatan 

pemberian makanan tambahan dan vitamin (PMT) dan pelayanan Trefeeding 

Center (TFC), yaitu unit pemulihan/ pengobatan balita gizi buruk. Disamping itu 

pelaksanaan pemberdayaan berupa penyuluhan-penyuluhan. 

(1). Hasil Wawancara 

lnforman 1 (pertama) : 

·· . . . kami untuk pananggulangan kasus gizi buruk, pertama memberikan 
pengctahuan masyarakat mcngenai perlunya gizi seimbang dengan 
mencmpatkan tenaga keschatan didesa-desa untuk memberikan pelayanan 
kcsehatan, dan setiap puskesmas terdapat tenaga ahli gizi yang dapat 
memberikan pelayanan glZI dan penyuluhan diluar gedung, kedua 
membantu mcreka yang bayi balita kekuranga gizi untuk dapat dirawat 
melalui TFC''. 

lnforman 2 (kcdua) : 

'"... untuk upaya penanganan masalah gizi kita sudah mengeluarkan 
kebijakan untuk membentuk TFC melalui proses yang panjang, akhirnya 
kita membangun TFC tcrutama untuk penanganan masalah gizi kurang, 
kemudian untuk penanganan AKI upaya-upaya yang dilaksanakan dengan 
menyekolahkan, rekruitmen lokal, sekolah khsusus upaya-upaya 
peningkatan kualitas SDM, upaya-upaya pelatihan-pelatihan dan 
pembentukan puskesmas poned". 

Informan 3 (tiga) : 

" ... jadi kegiatan kita setiap tahun ada kegiatan soasiliasi program gizi ke 
masyarakat yang dilaksanakan oleh dinas dan puskesmas, kita lebih 
banyak bergerak pada upaya promotif ini kita lakukan bekerjasama PKK 
desa. Untuk Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan vitamin 
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sasaran kita adalah bayi balita gakin yang rentan terhadap kasus gizi buruk 
dan ibu hamil" 

Informan 7 (tujuh) 

" ... pemberdayaan yang dilakukan oleh puskesmas sebatas penyuluhan 
melalui kegitan posyandu dan pemberian makanan tambahan (PMT) 
sasarannya diberikan ternyata dilapangan diberikan balita non gakin dan 
kepada anak-anak sekolah yang dikelola PKK. Hal ini temyata 
dikarenakan balita yang mengalami masalah gizi justru pada bayi balita 
non gakin" 

Informan 8 (delapan) : 

" ... belum ada sosialisasi program gizi dari dinas, sehingga kami tidak tahu 

kegiatan dinas yang dilaksanakan oleh puskesmas, kecuali PMT setau saya 

kami tidak ada program pemberdayaan masyarakat dari Dinas yang 

dilaksanakan puskesmas cuman PMT aja, yang kami lakukan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dari biaya operasional puskesmas sendiri". 

lnforman 7 (tujuh): 

" ... dari dinas kesehatan pembinaan yang dilakukan biasanya masalah 

teknis. tidak pemah persoalan manajemen, lokakarya mini yang 

dilaksanakan tidak untuk berjalan efektif karena membahas seluruh 

program tidak fokus pada permasalahan satu program''. 

lnforman 9 (sembilan) : 

"tindak lanjut kasus gizi buruk kadang-kadang untuk penanganan glZl 

buruk supllemennya kurang" 

lnforman 10 (sepuluh) 

" .. pelayanan TFC selama ini e .. bagus aja, lancar aja pasiennya rawanjalan 

juga rawat inap bila pasiennya tidak mau dirawat kami mendatangi ke 

rumahnya, obat-obatan ada, susu dari Dinas Kesehatan. Kendala kami susu 
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yang diberikan tidak cocok dengan kondisi pas1en, sudah diusulkan ke 

Dinas Kesehatan". 

(2).Pembahasan 

Menurut Rusli (2015:85) " Dalam proses pelaksanaan itu diperlukan 

berbagai aktivitas termasuk penyiapan, pelaksanaan, soasialisasi, peningkatan 

kapasitas (capacity buliding) dari pihak pelaksana terutama (aparatur 

pemerintah)". Pendapat ahli mengemukakan bahwan untuk pelaksanaan program 

perlu adanya sosialisasi dan peningkatan kapasitas pelaksana program. Sosialisasi 

program perbaikan gizi masyarakat telah dilakukan baik dari Dinas Kesehatan 

maupun oleh puskesmas-puskesmas. Pengalokasian nilai-nilai program perbaikan 

gizi dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan. Namun dalam pelaksanaan 

kegiatan sosialisasi dilaksanakan tanpa adanya koordinasi, masing-masing Dinas 

Kesehatan dan Puskesmas melaksanakan sendiri-sendiri, dalam kenyataanya 

masih ada puskesmas yang belum memahami program dari Dinas Kesehatan 

kccuali program pemberian makanan tambahan (PMT). 

Upaya meningkatkan kapasitas pelaksana program tclah dilaksanakan, 

narnun dari hasil diskusi masih terbatas. Pelatihan tcnaga pelaksana program 

rnasih belum seluruhnya dilakukan. Peningkatakan capacity bui/idinK rnelalui 

pengernbangan pengetahuan petugas rnasih tcrbatas pada tenaga kesehatan, seperti 

bidan, perawat yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan 

anak. Untuk program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan gizi masih belurn 

seluruhnya tenaga yang ada mendapatkan pedidikan dan pelatihan. 

Stick dan Eagle (2005) dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012 : 84) 

mengemukakan"Pentingnya keterlibatan rnasyarakat dalam proses irnplementasi. 
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Keterlibatan masyarakat seharusnya dipahami lebih dari sekedar adanya 

kebutuhan atau tuntutan demokrasi. Keterlibatan masyarakat memiliki makna 

yang lebih tinggi yaitu sebagai media pemblajaran bersama antara pemerintah 

dengan masyarakat." Kader-kader kesehatan yang diambil dari masyarakat 

bekerja sama dengan PKK desa sebagai kader posyandu merupakan upaya 

melibatkan masyarakat dalam rangka pelaksanaan program. Hal ini merupakan 

upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka program perbaikan gizi 

masyarakat. Melalui kader-kader ini pesan program dapat disampaikan lebih 

efektif. 

Perumusan tujuan dan sasaran program yang belum tersosialisikan dengan 

baik, mengakibatkan terjadinya penyimpangan sasaran. Disamping itu adanya 

penundaan atau keterlambatan faktor inputs sehingga menganggu pelayanan. Hal 

ini terjadi pada pelaksanaan pemberian supplement. Pelaksanaan pemulihan gizi 

buruk secara umum sudah berjalan dengan baik. Penyediaan susu bagi balita perlu 

mendapat perhatian agar dapat sesuai dengan kebutuhan pasien. 

d). Evaluasi 

Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bulungan, penelitian dilakukan dengan wawancara langsung dari 

penanggung jawab program di Dinas Kesehatan dan puskesmas. 

(1). Hasil Wawancara 

Informan 1 (satu) 

" ... evaluasi program kami laksanakan untuk seluruh program-program di 

Dinas Kesehatan, namun untuk kasus gizi kurang atau gizi buruk kita 

sudah melakukan evaluasi semenjak Bulungan disebut sebagai 
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penyumbang kasus gizi buruk tahun 2007 untuk propinsi kaltim sekarang 

kaltara". 

Informan 2 (dua) 

" .. proses panjang telah dilalui sejak tahun 2007 .. ee ya itu dengan adanya 

pembangunan TFC merupakan hasil evaluasi yang telah dilakukan, tapi 

untuk evaluasi program tahunan dilaksanakan setahun sekali karena 

keterbatasan anggaran" 

Informan 3 (ketiga) : 

" ... evaluasi program memang kita dilakukan setahun kita lakukan sekali 

melalui pertemuan petugas gizi puskesmas sekali karena keterbatasan 

anggaran APBD, dan faktor geografis kalau kita memanggil untuk 

pertemuan membutuhkan biaya besar, selama ini kita lakukan setahun 

sekali ". 

Informan 7 (tujuh) 

'' ... pemantauan di puskesmas rutin dilakukan, mengundang para kader, 

pengendalian lebih dilakukan pada pertcmuan kader, dan supervisi oleh 

Dinas Kesehatan lebih pada pelaporan adafeedhacknya, kalo dari program 

agak masalah teknis, tidak pernah persoalan manajemen". 

lnforman 8 ( delapan) 

" ... puskesmas prang dikunjungi, mungkin karena puskesmas kami 

letaknya dekat, hanya meminta laporan, kalau pertemuan ada setahun 

sekali". 
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(2).Pembahasan 

Menurut Dunn dalam Abidin (2002 : 212) " fungsi monitoring adalah 

untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang terjadi dalam proses pelaksanaan, 

bagaimana terjadi dan mengapa, 'What happened, how and why', sementara 

evaluasi akhir untuk mejawab persoalan tentang perubahan-perubahan apa yang 

telah terjadi". Berdasarkan pendapat ahli, pada pelaksanaan program perlu 

dilakukan monitoring untuk mengetahui segala sesuai yang terjadi selama dalam 

proses pelaksanaan dan evaluasi akhir diperlukan untuk melihat perubahan­

perubahan yang terjadi dengan adanya kebijakan atau progiam. 

Proses pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat pada Dinas 

Kesehatan di Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil pengamatan, jarang 

dilakukan monitoring baik dari puskesmas maupun oleh Dinas Kesehatan. 

Monitoring yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk satu wilayah kecamatan 

hanya sekali. Kcgiatan monitoring oleh Dinas Kesehatan dcngan mengunjungi ke 

puskesmas-puskcsmas yang lebih menekankan pada pelaporan. Pcrmasalahan­

permasalahan yang ada selama proses pelaksanaan program di puskesmas­

puskesmas dilaksanakan setahun sckali pada tahap evaluasi akhir tahun. 

Kurangnya monitoring dan evaluasi, dalam kenyataanya ditemukan 

beberapa sasaran kegiatan program tidak sesuai dengan yang direncanakan. 

Penyediaan PMT yang distribusinya dilakukan oleh pusksmas-puskesmas berjalan 

tidak kontinue, masih ditemukan keterlambatan dan kekurangan bahan sesuai 

yang dibutuhkan. Penundaan dan ketidaktepatan sasaran program mengakibatkan 

capaian ouput tidak sesuai dengan yang direncanakan. 
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c. Output 

Program perbaikan gizi masyasarakat pada Dinas Kesehatan di Kabupaten 

Bulungan, berdasarkan dokumen pelaksanaan kegaitan (DPA) Tahun 2013 dan 

2014 meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut : 

1. Kegiatan penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 

2. Kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin 

3. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi, besi,gangguan 

akibat kuran youdium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat 

gizi mikro lainnya. 

4. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 

5. Penanggulangan gizi lebih. 

Output yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang diterima oleh masyarakat 

adalah pemberian makanan tambahan (PMT) dan makanan pendamping pengganti 

ASI, pernbcrian vitamin A, zat gizi Fe pada ibu harniL garam bcryodium. Untuk 

kegiatan pelayanan berupa penyuluhan-penyuluhan kcpada masyarakat, 

pemulihan dan perawatan kasus gizi buruk dan pelayanan keschatan termasuk 

penimbangan bayi. Capaian kegiatan yang dihasilkan berdasarkan tcrgct rencana 

program berdasarkan laporan dari Bidang Keschatan Masyarakat khususnya Scksi 

Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan tahun 2013 dan 2014 yang merupakan 

output sebagaimana dalam tabel berikut : 

88 

42800.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Tabel 13 
Data Capaian Sasaran Kegiatan Program Pcrbaikan Gizi 
Masyarakat Pada Dinas Kesehatn Kabupaten Bulungan 

Tahun 2013 dan 2014 

Realisasi Target Realisasi 
Indikator Kinerja tahun tahun tahun 

2013 2014 2014 
Cakupan balita usia 6-24 bulan 
gakin yg mendapatkan Makanan 
Pendamping (MP) Air Susu Ibu 
(ASI) 100% 100% 84% 
Cakupan rum ah tangga 
mengkonsumsi garam 
beryodium 99,9% 85% 86% 
Cakupan bayi/balita 
mendapatkan kapsul vit.A 84% 83% 64,78% 
Cakupan ibu hamil yg 
mendapatkan vitamin Fe tablet 93% 81% 91,31 % 
Cakupan Puskesmas yg 
melaksanakan surveilans gizi 100% 100% 100% 
Cakupan balita yg ditimbang 
berat badannya (D/S) 49,40% 80% 46% 
Cakupan bayi usia 0 - 6 bulan 

64,05% 75% 68,16% 
mendapat ASI ekslusif 
Cakupan balita gizi buruk yang 

100% 100% 100% 
mendapat perawatan 

% 
Capaian 

84% 

102% 

78% 

113% 

100% 

58% 

91% 

100% 

Sumber : Laporan Bidang Kesehatan i\fmyarakat Dinos Kesehatan Kabupaten 
Bulungan Tahun 201-1 

Dari Tabel hasil evaluasi capaian kinerja program untuk indikator MP ASI 

balita usia 6 - 24 bulan target adalah scbcsar 100% atau 750 balita gakin, namun 

cakupan di Kabupaten Bulungan tahun 2014 hanya mcncapai 84% atau sebanyak 

630 balita mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 tel ah mencapai 100 

%. Selanjutnya cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium 

dari basil pemantauan pada tahun 2013 adalah sebesar 99,9% sementara untuk 

tahun 2014 dari target 85% pencapaian juga tel ah memenuhi yaitu sebesar 86%. 

Hal ini menggambarkan dari target sampel 900 rumah tangga, 86% telah 

mengkonsumi garam beryodium atau 774 rumah tangga 
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Untuk data cakupan bayi/balita yang mendapat kapsul vitamin A masih 

dibawah target 83% dengan capaian tahun 2014 sebesar 64, 78%. Cakupan ibu 

hamil yang mendapatkan vitamin Fe tahun 2014 telah melampaui target 81 % 

dengan realisasi sebesar 91,3 % dengan prosentse pencapaian 119%. Untuk 

cakupan Puskesmas yang melakukan survailens gizi telah mencapai target 100%. 

Cakupan data balita yang ditimbang di Posyandu (D/S) tahun 2013 

besarannya 49,49 % dibawah target 75%, sementara pencapaian tahun 2014 dari 

target sebesar 80% pencapaiannya yaitu sebesar 58%. Cakupan bayi yang 

mendapat ASI ekslusif didapatkan hasil realisasinya sebesar 64,05% dibawah 

target yaitu 75%. Sedangkan data cakupan untuk balita dengan gizi buruk yang 

mendapat perawatan tel ah mencapai target 100%. 

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran yang berjumlah 7 (tujuh) 

indikator outputs yang belum rnencapai target sasaran adalah : 

1 ). Cakupan balita usia 6-24 bulan gakin yang rncndapatkan makanan pendarnping 

(MP) Air Susu lbu (AST) 

2). Cakupan bayi/balita rnendapatkan kapsul vit.A 

3). Cakupan balita yg ditirnbang berat badannya (D/S) 

4). Cakupan bayi usia 0 - 6 bulan rnendapat ASI ekslusif. 

Sehingga prosentase capaian output program dari 7 (tujuh) indikator, 4 indikator 

atau 57, 1 % belum mencapai target. Hal ini rnemberikan makna bahwa program 

perbaikan gizi masyarakat pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Bulungan belum 

responsif. Sebagaimana evaluasi kebijakan kriteria Dunn dalan Rusli (2015 : 123) 

"Responsiveness, penilaian terhadap resposiveness ditujukan untuk mengatahui 
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hasil rencana/kegiatan/kebijaksanaan sesuai dengan preferensi/keinginan dari 

target grup". 

d. Environments (lingkungan) 

Faktor - faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan program 

perbaikan gizi masyarakat, dari hasil wawancara sebagai berikut : 

1). Hasil Wawancara : 

Inoforman 6 (enam) 

" e ... dari segi sosial eknonomi masyarakat pertemuan-pertemauan lintas 

sektor, sekolah-sekolah kasus gizi buruk tidak disebabkan sosial ekonomi 

saja tetapi pendidikan juga sangat berpengaruh dan segi geografis yang 

sulit dijangkau pelayanan kesehatan." 

Informan 11 ( sebelas) 

'· .. penyakit ini namanya penyakit karena ilmu hitam, penyakit buyuh nih, 

ada huyuh putih dan buyuh hitam, kalau buyuh hitam pucat tidak 

ngemhang macam ada yang mengganggu, anaknya Abidin ia juga macam 

apa aja .. macam anak hamba besar kepalanya kurus badannya .. diobati 

kampung tidak dibawa ke puskesmas". 

2). Pcmbahasan 

Grindle dalam Suhamo ( 2013 : 172) mengemukakan bahwa "keberhasilan 

implemetasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu variabel isi 

kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi kebijakan (context of 

implementation)". Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012 : 87) "kondisi 

lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik dimana implementasi tersebut 

dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika 
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diimplementasikan dalam situasi dan kodisi lingkungan yang tidak kondusif 

terhadap upaya pencapaian tujuan". Selanjutnya Calista dalam Abidin (2002 : 

193) " faktor lingkungan dalam pelaksanaan kebijakan juga merupakan faktor 

penentu". 

Lingkungan non fisik berupa keadaan sosial, ekonomi, politik, budaya, 

keamanan dan geografi merupakan faktor yang berpengaruh pada keseluruh 

sistem, mulai dari inputs-proses-outputs. Hasil pengamatan secara mendalam 

faktor-faktor budaya yaitu tingkat pendidikan masyarakat dan kepercayaan 

masyarakat khususnya penduduk yang mendiami wilayah-wilayah terpencil 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program perbaikan gizi masyarakat. 

Hasil wawancara menunjukan ketidak-tahunya dan minimnya pengetahuan 

mereka tentang gizi kurang atau gizi buruk, sehingga lambat untuk memeriksa 

balitanya ke sarana kesehatan. 

Faktor lingkungan yang bersifat fisik yaitu kondisi wilayah geografis. 

Pencermatan data umum wilayah kabupaten Bulungan dari aspek geografis 

menunjukan tingkat kesulitan cukup tinggi. Sarana prasaana transportasi sebagian 

bcsar masih menggunakan air, terutama pada desa-desa di hulu sungai. Kondisi ini 

mempengaruhi motivasi ibu-ibu khususnya untuk mengunjungi sarana pelayanan 

kesehatan. Berdasarkan data laporan kunjungan bayi atau balita ke sarana 

pelayanan kesehatan masih rendah sebesar 68.1 % dari jumlah sasaran 13 .591 

kunjungan. 

e. Outcomes 

Indikator outcomes merupakan hasil yang diterima masyarakat akibat 

adanya program perbaikan gizi masyarakat pada Dinas Kesehatan di Kabupaten 
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Bulungan. Outcomes program dapat dilihat dari hasil capaian program yang telah 

dilaksanakan. Sebagai perbandingan, berdasarkan data profil kesehatan pada 

tahun 2012 jumlah balita yang ditimbang 9.317 orang dengan kondisi gizi kurang 

sebesar 739 atau 7,93% sementara untuk tahun 2014 dari jumlah balita yang 

ditimbang 6.535 orang dengan kondisi gizi kurang adalah 547 orang atau 8,4%. 

Jumlah balita gizi kurang tahun 2012 sebesar 739 orang dengan kondisi gizi 

sangat kurang atau gizi buruk adalah 359 orang. Pada tahun 2014 terjadi 

penurunan untuk kasus balita gizi buruk menjadi 60 orang. Hasil program pada 

aspek kasus balita gizi kurang mengalami kenaikan, namun untuk balita kasus gizi 

sangat kurang atau gizi buruk mengalami penurunan. Kondisi ini paralel dengan 

capaian outputs program yang masih banyak indikator belum mencapai target 

sasaran. 

f). Pembahasan 

Menurut Eston dalam Rusli (2015 : 40) mengatakan .. puhlic policy is the 

authoritative allocation of' values for whole society, yang dapat diartikan bahwa 

kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh 

masyarakat". Tujuan evaluasi kebijakan mcnurut Effendi dalam Anggara 

(2014:288) adalah mengetahui variasi dari indikator-indikator kinerja yang 

digunak.an untuk menjawab tiga pertanyaan pokok berikut : 

a. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan, sejauh mana vanas1 
kesesuaian capaian kebijakan (output dan outcomes)? 

b. Faktor-faktor apa yang menyebabkan variasi tersebut. Apakah karena 
faktor-faktor yang berkaitan dengan isi program/kebijakan?. 

c. Bagaiamana strategi untuk meningkatkan kinerja implementasi 
kebijakan?. 

Selanjutnya menurut Rusli (2015: 116) "Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah 

untuk menyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara 
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pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan, tugas selanjunya adalah bagaimana 

mengurangi dan menutup kesenjangan tersebut". Pendapat ahli sebagaimana 

tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pengalokasian nilai-nilai kepada 

masyarakat perlu dilakukan evaluasi untuk melihat seberapa besar kesenjangan 

antara pencapaian dan tujuan yang dapat dilihat dari indikator output dan 

outcomes. 

Program perbaikan gizi masyasarakan pada Dinas Kesehatan di Kabupaten 

Bulungan dirumuskan dengan tujuan utama menanggulangai kasus gizi kurang 

dan gizi buruk dengan sasaran utama balita gakin. Berdasarkan indikator ouputs 

dan outcomes, program perbaikan gizi secara umum dapat dikatakan kurang 

berhasil, karena keseuaian antara tujuan dengan hasil yang diharapkan masih 

banyak kesenjangan yang besar. Proses pelaksanaan program, mulai dari tahapan 

perencanaan, pengorganisasian dan evaluasi masih sangat kurang. Sebagaimana 

teori sebuah sistem, menurut Harmadi (2012 : 6.4 7) mendefinisikan" sistem 

adalah komponen-komponen yang terintegrasi dengan yang lainnya dalam 

melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu tuj uan ''. Taha pan proses, 

dimulai dari masukan (inputs) sampai dcngan outputs merupakan suatu sistem 

yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan program atau outcomes program. 

Hasil program yang ditunjukan dengan indikator outcomes, dimana masih 

tingginya angka kasus gizi kurang tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013, 

menunjukan bahwa pelaksnaan program perbaikan gizi masyarakat dengan tujuan 

menurunkan kasus gizi kurang masih belum berhasil, karena tujuan yang 

diharapkan tidak tercapai. 
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Jumlah kasus balita gizi kurang yang dikatagorikan kedalam gizi buruk 

dari tahun 2013 berjumlah 202 orang, menurun menjadi 60 orang tahun 2014. 

Pembangunan therapeuticfeeding center (TFC) telah memberikan hasil yang 

dapat dirasakah oleh masyarakat. Beberapa kasus balita gizi buruk yang harus 

mendapatan pengobatan dan perawat telah mengalami kesembuhan. Data terakhir 

yang diambil dari surat kabar harian Radar Tarakan, terbit tanggal 7 November 

2015 dengan petikan berita sebagai berikut : 

"Tiga bersaudara ini langsung kami bawa ke puskesmas, dan satu anak 
karena kondisi yang cukup memperihatinkan, maka diiawat di rumah sakit 
sekitar 2 minggu lalu ditangani kembali oleh TFC Puskesmas Tanjung 
Selor," jelasnya. 

Penanganan penderita gizi buruk tersebut selama 1 bulan membuahkan 
hasil. Indikatronya, tcrjadi kenaikan berat badan sckitar 2 hingga 3 Kg. 
"Sebulan dirawat kondisinya sudah membaik, berat badan bertambah. Dan 
sudah kita pulangkan, namun harus ada tindak 'lanjutnya disana (Sekatak, 
red), harus di-follow up terns olch Puskesmas Pembantu (Pustu), jangan 
sampai dia drop lagi,'' imbuhnya. 

Program perhaikan gizi kurang pada pclayanan TFC menunjukan hasil yang 

dirasakan oleh masyarakat, ha\ ini dapat dilihat dari petikan dari surat kabar 

tersebut diatas. Namun demikian sccara umum, pada indikator jumlah kasus 

balita gizi kurang masih belum menunjukan capaian yang sesuai dengan target 

yang diharapkan. 

Ketersediaan inputs, proses pelaksanaan program mcmpengaruhi tujuan 

program, yang terlihat dari indikator outputs maupun outcomes. Lingkungan 

program juga turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan program. Faktor 

lingkungan fisik berupa kondisi geogafis wilayah yang secara topografi 

merupakan wilayah berbukit, bergunung dan sungai-sungai memberikan pengaruh 

baik pada aspek inputs, dan proses program. Tingkat pendidikan, budaya 
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masyarakat dan faktor ekonomi juga memberikan pengaruh terhadap keberhasilan 

program. Kasus kurang gizi yang diakibatkan karena kurangnya asupan makanan 

dikarenakan oleh faktor kondisi ekonomi masyarakat. Budaya terkait kepercayaan 

masyarakat dalam memandang masalah gizi buruk, juga sebagai hambatan dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya tingkat pendidikan masyarakat 

juga turut menentukan keberhasilan outputs program. 

2. Kelemahan-kelemahan Kebijakan Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 

Menurut Rondinelli dan Cheena dalarn Purwanto dan Sulistyastuti (2012 : 

86), mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, 

yaitu : 

a. Kondisi lingkungan (environments conditions) 

b. Hubungan antar organisasi (inter-organizational relationship) 

c. Sumberdaya (resources) 

d. Karakter institusi implementor (characterisic implementing agencies) 

Sedangkan Grindle dalam Suhamo ( 2013 : 172) mengemukakan "'bahwa 

keberhasilan implemetasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabcl besar, yaitu 

variabel isi kebijakan (content olpolicy) dan lingkungan implementasi kebijakan 

(context of implementation)". 

Berdasarkan pendapat para ahli, implementasi kcbijakan sangat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya, 

karakter institusi implementor, dan isi kebijakan. Ketersediaan faktor-faktor yang 

dikemukakan para ahli, dapat menyebabkan kelemahan kebijakan bila kurang 

dipenuhi secara memadai. Hasil evaluasi kebijakan program perbaikan gizi 
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masyarakat terdapat beberapa kelemahan yang ditunjukan dengan beberapa 

sasaran kegiatan (outputs) tidak mencapai target yang diharapkan. Melalui 

pendekatan sistem, evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh dari faktor inputs, 

proses mengubah inputs menjadi ouputs dan lingkungan terdapat beberapa 

kelemahan sebagai berikut : 

a. Ketersediaan tenaga kesehatan gizi masih kurang 

Jumlah tenaga gizi pada sebagai pelaksana teknis kebijakan program 

masih kurang. Kegiatan program pelaksanannya didalam gedung dan diluar 

gedung. Pelayanan dalam gedung terkait dengan fungsi pelayanan di puskesmas­

puskesmas. Sebagai pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan 

pelayanan rawat inap, pelayanan gizi diperlukan terkait dengan pengobatan 

pasien. Pada fungsi ini tenaga yang memiliki kompetensi teknis gizi sangat 

diperlukan dalam rangaka upaya pelayanan kesehatan perorangan. 

Kemudian upaya pclayanan kcsehatan masyarakat yang dilaksanakan 

diluar gedung merupakan salah satu fungsi pokok puskesmas dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat dan perluasan akses pclayanan khususnya pada 

wilayah desa-desa dan daerah terpencil. Kegiatan pemantauan gizi pada balita 

yang dilakukan salah satunya adalah penimbangan berat badan. Masih kurangnya 

tenaga menyebabkan target penimbangan balita sesuai dengan sasaran tidak 

memenuhi target dan dalam kenyataanya cakupan balita yang ditimbang berat 

badannya berdasar data LAKIP 2014 sebesar 46% sedangkan target adalah 89%. 

Indikator ini dapat menjadi penyebab tujuan kebijakan program tidak mencapai 

sasaran yang diharapkan. Sasaran kebijakan program perbaikan gizi masyarakat 

khususnya pada balita tidak seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik. 
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b. Ketersediaan inputs yaitu faktor sumber dana yang masih belum cukup 

memadai. 

Jumlah sumber dana program perbaikan masyarakat masih belum cukup 

memadai untuk mendukung kegiatan program yang cukup banyak. Pelaksanaan 

kegiatan program terutama penyediaan makanan tambahan (PMT) masih ditemui 

pada suatu wilayah kecamatan belum terpenuhi sesuai dengan sasaran program. 

Kesinambungan pemberian makanan tambahan bagi balita yang rentan terhadap 

gizi kurang sangat diperlukan anggaran yang cukup. Wildavsky (1979) dalam 

Purwanto dan Sulistyastuti (2012 : 86), mengemukakan "Suatu kebijakan atau 

program tidak akan dapat mencapai tujuan atau sasaran tanpa dukungan anggaran 

yang memadai ". Pendapat yang dikemukakan ahli dalam kenyataanya tujuan dan 

sasaran kebijakan program perbaikan gizi masyarakat pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bulungan tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Cakupan MP ASI 

tahun 2014 berdasarkan LA KIP Dinas Kcsehatan Ka bu paten Bulungan Tahun 

2014 capaiannya masih scbcsar 84 %, scdangkan target yang diharapkan 100%. 

Belum tercapainya sasaran kegiatan ini salah satunya adalah disebabkan 

ketersediaan makanan tambahan sebagai pendamping ASI yang masih belum 

mcncukupi. Untuk memenuhi ketersediaan makanan tambahan ini memerlukan 

jumlah anggaran yang cukup. Kondisi ini salah satu indikator kelemahan dari 

inputs sumber dana yang mempengaruhi hasil implementasi program, dengan 

hasil cakupan penimbangan balita tidak mencapai target program. 

c. Lemah perencanaan kegiatan program 

Perencanaan kegiatan program tidak didukung dengan analisis 

permasalahan yang cermat. Laporan pelaksanaan kegiatan baik yang dilaksanakan 
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langsung oleh Dinas Kesehatan maupun puskesmas-puskesmas tidak ditindak 

lanjuti dengan penyusunan analisis masalah. Lokakarya mini yang dilaksanakan di 

puskesmas-puskesmas sebagai sarana pembahasan rencana kegiatan kurang 

memberikan hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan pembahasan isu-isu dalam 

lokakarya mini di puskesmas-puskesmas tidak terfokus pada permasalahan 

prioritas. Disamping itu penyelenggaraan lokarya mini di puskesmas-puskesmas 

kurang melibatkan tenaga gizi Dinas Kesehatan. Sebaliknya, keterlibatan 

pelaksana teknis gizi di puskesmas-puskesmas juga kurang diikutkan dalam 

penyusunan perencanaan program Dinas Kesehatan. Akibatnya substansi 

perencanaan kegiatan program kurang didukung dengan data atau informasi hasil 

analisis permasalahan. 

Lemahnya perencanaan kegiatan program dalam kenyataannya ditemukan 

salah satu kcgiatan pernbcrian makanan tambahan (PMT) tidak sesuai dengan 

sasaran program. Pcmberian makanan tambahan seyogyanya diutamakan pada 

balita gakin dan ibu hamiL namun dalam kenyatannya ditemukan justru diberikan 

pada anak-anak sekolah dan balita non-gakin. Akan tetapi pada wilayah lainnya 

justru ketersediaan makanan tambahan (PMT) kurang mencukupi, sehingga dalam 

pelaksanaannya tidak kontinu. Kelemahan dalam penyusunan perencanaan 

kegiatan program perbaikan gizi masyarakat pada Dinas Kesehatan menyebabkan 

cakupan pemberian makanan tambahan secara kualitas belum tercapai. 

d. Pengorganisasian pelaksanaan program masih lemah 

Pengaturan kerja pada pelaksanaan kegiatan program perbaikan glZl 

masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan masih lemah. Belum ada 

pembagian tugas yang jelas sesuai dengan tujuan kebijakan program. Masih-
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masing puskesmas dan Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

alokasi anggaran masing-masing. Kegiatan program tidak mencerminkan satu 

kesatuan yang utuh, yang saling berinteraksi karena tidak ada pendelegasian kerja. 

Lemahnya pengorganisasian ini berimplikasi terhadap implementasi kebijakan 

program yang dalam kenyataannya ditemukan masih adanya ketidak-tahuan 

kegiatan-kegiatan program yang dilaksanakan Dinas Kesehatan tidak dipahami 

oleh puskesmas-puskesmas. 

Hagwood dan Gun dalam Purwanto daP.. Sulistyastuti (2002 : 15), 

mengemukakan"per/ec implementation tidak pemah terwujud diantaranya 

disebabkan jarang ada suatu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang 

sempuma". Komunikasi dan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan puskesmas­

puskesmas yang kurang, karena lemahnya pengorganisasian menyebabkan 

implementasi kebijakan program dalam kenyataan kurang berjalan secara 

sempuma. Menurut pendapat Hagwood sebagaimana disebutkan diatas, tidak jauh 

berbeda dengan pelaksanaan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat pada 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. Pengorganisasian yang lemah, secara 

langsung mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antara implementor 

kebijakan tidak dapat berjalan secara baik, yang dalam kenyataanya ditemukan 

sasaran pemberian makanan tambahan (PMT) masih kurang tepat. Beban kerja 

Dinas Kesehatan sebagai institusi regulator yang cukup banyak, ditambah harus 

mengelola Therapeudticfeeding Center (TFC) yang notabene merupakan unit 

pelayanan fungsional, menyebabkan bertambahnya beban kerja yang menjadi 

tanggung-jawabnya. Kondisi ini pada gilirannya akan dapat mempengaruhi 
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implementasi kebijakan, yang dalam kenyataanya kegiatan program berjalan 

sendiri-sendiri. 

e. Kurangnya monitoring dan evaluasi program 

Pelaksanaan monitoring kegiatan program masih belum dilakukan secara 

menyeluruh setiap puskesmas-puskesmas. Untuk mengetahui pelaksanaan 

kegiatan program seyognyanya dilakukan monitoring secara menyeluruh. Kasus 

ketidak-tepatan sasaran kegiatan pemberian makanan tambhan yang seharusnya 

sasaran utama adalah balita dari keluarga tidak mampu, namun dalam 

kenyataanya diberikan pada anak sekolah dan balita non-gakin menyebabkan 

cakupan kegiatan tidak mencapai target yang diharapkan. Masalah lainnya 

kurangnya monitoring dengan ditemukan pemberian makanan tambahan dan 

vitamin tidak dilakukan secara konitinu sesuai dengan kasus yang terjadi. Menurut 

Dunn dalam Abidin (2002 : 212) fungsi monitoring adalah untuk menjawab 

pertanyaan tentang apa yang terjadi dalam proses pelaksanaan, bagaimana terjadi 

dan mengapa, "What happened, how and why". Berdasarkan pendapat ahli, 

karena kurangya monitoring sehingga kasus-kasus yang terjadi dalam pelaksanaan 

kebijakan program tidak dapat diatasi secara baik, yang pada gilirannya 

implementasi kebijakan program kurang memberikan hasil sesuai target, dalam 

kenyataanya masih cakupan kegiatan belum mencapai target yang diharpkan. 

Kemudian terhadap permasalahan yang terjadi kurang dilakukan evaluasi 

secara menyeluruh, mendalam dan terpadu dengan melibatkan lintas program 

yang terkait. Evaluasi kegiatan program hanya melibatkan petugas gizi puskesmas 

dan Dinas Kesehatan kabupaten. Sementara faktor-faktor penyebab permasalahan 

memerlukan keterlibatan lintas program. Keberhasilan kebijakan program 
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perbaikan gizi masyarakat juga dapat ditentukan dengan pelaksanaan program­

program lainya seperti program kesehatan ibu dan anak, program pencegahan 

penyakit, program sumber daya kesehatan dan program lainnya. Kurangnya 

evaluasi dilaksanakan secara mendalam dan melibatkan lintas program sehingga 

f. Kondisi lingkungan 

Topografi wilayah kabupaten Bulungan secara geografis adalah daratan 

yang berbukit-bukit, sebagian bergunung-gunung dengan tebing terjal dan 

kemiringan yang tajam. Selain itu terdiri atas sungai-sungai, yang merupakan 

sarana utama trasportasi antar desa, antar kecamatan khususnya pada daerah­

daerah di hulu sungai. Masyarakat yang mendiami desa-desa terpencil dan 

terisolir sangat sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan karena sarana 

pendukung transportasi yang umumnya melalui aliran sungai. Meskipun telah 

banyak dibantu sarana pelayanan kesehatan di desa-desa seperti puskesmas 

pembantu, poskesdes, polindes dan posyandu, namun jarak antar pemukiman 

penduduk cukup jauh. 

Kegiatan kebijakan program pcrbaikan gizi masyarakat tidak dapat 

dilaksanakan secara sempurna karena kendala dan hambatan kondisi geografis 

wilayah. Keterbatasan tenaga, sumber daya keuangan menyebabkan tidak semua 

kegiatan kebijakan program dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kasus 

yang terjadi secara umum dialami pada masyarakat yang bermukim di daerah­

daerah terpencil dan terisolir. Tingkat pendidikan masyarakat umumnya juga 

masih kurang, semakin bertambah masalah dalam mengimplementasikan 

kebijakan program. Pengetahuan masyarakat terutama masalah gizi masih kurang, 

sehingga penyuluhan secara terus-menerus harus dilakukan. Jumlah tenaga yang 
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terbatas, anggaran yang disediakan juga belum cukup memadai menyebabkan 

kegiatan penyuluhan tidak dapat secara maksimal sehingga masih banyak 

masyarakat yang bermukim di desa-desa belum memahami arti pentingnya gizi 

seimbang 

3. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan program 

perbaikan gizi masyarakat pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Bulungan 

Menurut Meter dan Horn dalam Suharno (2013 : 463 ) "Implementasi 

kebijakan perlu dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia 

maupun sumber daya non-manus1a. Wahab dalam Suhamo (2013:32) 

mengemukakan ''Kebijakan publik sebagai tindakan (politik) apapun yang diambil 

oleh pemerintah (pada semua level) dalam menyikapi sesuatu permasalahan yang 

terjadi dalam konteks atau lingkungan sistem''. Kemudian Hutahean ( 2015: 2) 

mengemukakan "pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur 

lebih menekakan urutan-urutan opcrasi dalam sistcm." Kemudian implementasi 

kebijakan sangat tergantung dari faktor lingkungan. Menurut Rusli (2015: 138) " 

Lingkungan kebijakan adalah sebuah sistem yang lebih besar yang melingkupi 

darn karenanya memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang menjadi subsistem 

yang ada di dalamnya". Kemudian Menurut Purwanto dan Sulistyastuti ( 2012 : 

87) " kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik dimana 

implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil 

ketika diimplementasikan dalam situasi dan kodisi lingkungan yang tidak 

kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan" Berdasarkan pendapat para ahli 

secara umum faktor- faktor yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan/program 
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meliputi faktor sumber daya manusia dan non sumber daya manusia termasuk 

dalam pengertiannya ini pengaruh lingkungan kebijakan. 

Program perbaikan gizi masyarakat merupakan bagian dari sistem yang 

lebih besar yang ada di Dinas Kesehatan kabupaten Bulungan. Lingkungan 

program turut menentukan keberhasilan tujuan program. Selanjutnya untuk 

mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam pelaksanaan program tidak 

lepas dari pengaruh lingkungan program. Berdasarkah hasil evaluasi, maka usaha­

usaha yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pelaksanaan 

program adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengatasi kekurangan inputs program berupa tenaga, maka usaha 

strategis yang dilakukan dengan mengoptimalkan tenaga yang ada. Jumlah 

tenaga ahli gizi yang ada sangat terbatas, namun jumlah tenaga kesehatan 

lainnya cukup besar, khususnya tenaga paramedis seperti bidan, dan perawat. 

Selain itu juga disetiap desa hampir memiliki kader-kader kesehatan. Program 

dilakukan analisis beban kerja, sehingga dapat diketahui secara rinci sub-sub 

kegiatan yang akan dilakukan. Berdasarkan ha! ini maka pembagian tugas 

dapat dilaksanakan sesuai dengan tingkat keahlian, tanpa memberikan beban 

tambahan untuk tenaga kesehatan lainnya. Kerja sama lintas program sangat 

dibutuhkan dalam upaya mengatasi kekurangan tenaga program, karena jika 

dilakukan proses rekruitmen tenaga secara langsung akan berpengaruh 

terhadap anggaran, sementara anggaran program juga sangat terbatas. 

b. Untuk mengatasi kekurangan inputs berupa dana, maka usaha strategis yang 

dilakukan dengan memperbaiki sistem penganggaran program. Pelaksanaan 

kegiatan program antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas-puskesmas yang 
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berjalan sendiri-sendiri menunjukan belum adanya koordinasi dalam 

penganggaran program. Sinkronisasi kegiatan program antara Dinas Kesehatan 

dan puskesmas-puskesmas untuk menghindari duplikasi penganggaran 

kegiatan sehingga hanya kegiatan prioritas yang perlu didukung dengan 

anggaran. 

c. Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana program, maka usaha yang 

dilakukan adalah untuk strategi jangka pendek dengan mengadakan kerja sama 

kepada laboratorium Rumah Sakit kabupaten yang memiliki fasilitas peralatan 

yang cukup lengkap, sedangkan untuk jangka panjang mengusulkan rencana 

kebutuhan untuk dapat dianggarkan baik melalui pendanaan kabupaten, 

propinsi, maupun pusat. 

d. Untuk melaksanakan analisis permasalahan, diperlukan data dan informasi 

yang lengkap. Data dan informasi sebagian besar berasal dari laporan harian 

yang dikirim dari puskesmas-puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan 

lainnya seperti puskesmas pembantu, posyandu dan polindcs. Pclaporan yang 

tidak tertib, sering terlambat disampaikan ke Dinas Kesehatan kabupaten salah 

satu penyebab kelemahan dalam menyusun analisis permasalahan. Sclain itu, 

minilokarya yang secara berkala dilaksanakan di puskesmas-puskesmas dapat 

lebih ditingkatkan secara penyelenggaraannya. Minilokarya merupakan salah 

satu wahana dalam penyusunan perencanaan program. Untuk rencana jangka 

panjang, penggunaan sistem komputerisasi dalam pengelaan data dan informasi 

merupakan salah satu altematif dalam usaha memperbaiki sistem perencanaan 

program. 
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e. Untuk memperbaiki pengorgamsasian program, dengan mengalokasikan 

keseluruhan sumber daya program sesuai dengan rencana yang telah dibuat 

dalam kerangka kerja organsiasi. Desain organisasi dibuat sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) sebagai 

penanggung-jawab program perbaikan gizi masyarakat pada Dinas Kesehatan. 

Melalui penetapan desain organisasi, maka pengorganisasian rencana program 

dapat diturunkan dalam sebuah pembagian kerja. Keseluruhan kegiatan 

program yang cukup banyak dapat disederhanakan dan lebih spesifik guna 

mempermudah pengimplementasian program. Setiap orang pelaksana program 

dapat ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan 

spesifik. Selanjutnya dapat ditentukan hubungan antar kelompok kerja dalam 

organisasi program. Proses ini dapat mempermudah sistem koordinasi dalam 

pelaksanaan kegiatan program. Kemudian pada tahap pengorganisasian 

program termasuk permasalahan kualitas tenaga pclaksana program. Masih 

senng ditemuinya kesalahan dalam penyampaian laporan program, 

dikarenakan pemahaman terhadap definisi operasional tentang data dan 

informasi yang dilaporan oleh petugas masih kurang. Bimbingan teknis dari 

Dinas Kesehatan kepada petugas gizi di puskesmas-puskesmas, dan sarana 

kesehatan lainnya perlu lebih ditingkatkan dalam rangka pengembangan 

capacity building. 

f. Melakukan monitoring dan evaluasi program secara intens, dan memperbaiki 

kegiatan monitoring dan evaluasi yang selama ini dilakukan baik oleh 

puskesmas-puskesmas maupun Dinas Kesehatan kabupaten. Tujuan monitoring 

adalah untuk mengetahui apa, bagaimana dan mengapa terjadi selama proses 
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implementasi program. Kasus ketidak-tepatan sasaran program dapat dicegah 

jika konteks monitoring dilakukan dengan benar. Selain itu dengan monitoring 

yang baik, dapat diketahui sedini mungkin penyebab dan hambatan selama 

proses implementasi program. Selanjutnya evaluasi program yang berfungsi 

lebih menekankan untuk mengetahui keberhasilan program seharusnya 

melibatkan lintas program. Permasalahan gizi masyarakat sangat kompleks, 

banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya masyarakat 

kekurangan gizi khususnya pada balita. Program perbaikan gizi masyarakat 

merupakan bagian dari sistem yang lebih luas yaitu program peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat yang menjadi tujuan umum pembangunan 

kesehatan. Sehingga dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan program yang rutin 

dilaksanakan setahun sekali, seharusnya melibatkan lintas program bukan 

hanya pertemuan khusus pelaksana program gizi di kabupaten. Keterlibatan 

lintas program sangat penting karcna rnerupakan bagian dari sistem yang saling 

berhubungan dan berkerja - sama untuk mencapai tujuan sistem. Oleh karena 

perbaikan evaluasi kegiatan program, usaha strategis yang dilakukan dengan 

melibatkan seluruh lintas program dan stakeholder yang terkait upaya 

perbaikan gizi masyarakat di kabupaten Bulungan. 

g. Faktor lingkungan kebijakan/program yang cukup berpengaruh terhadap 

keberhasilan program terdiri atas faktor lingkungan fisik dan non fisik. 

Lingkungan fisik terutama kondisi wilayah geografis kabupaten Bulungan yang 

sulit terutama fasilitas transportasi. Masyarakat pada daerah-daerah terpencil 

dan terisolir sangat minim mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Posyandu 

sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di desa-desa yang merupakan 
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interprestasi dari tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, 

keberadaanya masih banyak yang belum aktif. Rasio posyandu 1 : 100 balita, 

sudah cukup bagus jika seluruh posyandu dapat aktif dalam memberikan 

pelayanan kesehatan. Oleh karena itu dorongan dari puskesmas dan Dinas 

Kesehatan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan peran aktif posyandu 

dengan tidak mengabaikan keterlibatan lintas sektor kecamatan, maupun desa 

dan kelurahan terutama PKK desa dan kecamatan. Selanjutnya faktor ekonomi 

yang menjadi penyebab tidak efektifnya program dapat dilakukan dengan 

koordinasi lintas sektor. Sementara untuk faktor sosial-budaya masyarakat 

terkait tingkat pengetahuan masyarakat masih kurang, usaha strategis yang 

dilakukan dengan memperbanyak sosialisasi program baik oleh puskesmas 

maupun Dinas Kesehatan kabupaten. Kegiatan sosialisasi secara informal 

melalui kegiatan-kegiatan desa dipandang lebih efektif bila dibandingkan 

dengan sosialisasi secara fomrnl. Peningkatan pengetahuan kader-kader 

kesehatan di desa-desa dalam mendorong kegiatan sosialisasi informal dapat 

lebih intens. Selain itu melalui tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan 

perkumpulan-perkumpulan di desa penyampaian pesan program dapat lebih 

efektif. Oleh karena untuk mengeliminir hambatan dan kendala lingkungan 

kebijakan/program yang mempengaruhi tujuan dan sasaran, maka usaha 

strategis yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi lintas wilayah baik 

pada aparatur kecamatan, aparatur desa, tokoh agama, tokoh adat dan 

masyarakat umumnya dalam rangka meningkatkan aktivitas posyandu dan 

sosialisasi program. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan di 

Kabupaten Bulungan 

Evaluasi program perbaikan gizi masyarakat pada Dinas Kesehatan di 

Kabupaten Bulungan menunjukan bahwa pelaksanaan program kurang 

responsiveness, yang bermakna bahwa sasaran program untuk menurunkan 

jumlah balita gizi kurang tidak tercapai. Tercatat tahun 2012 jumlah balita yang 

ditimbang 9.317 orang dengan kondisi gizi kurang sebesar 739 orang atau 7,93% 

sementara untuk tahun 2014 dari jumlah balita yang ditimbang 6.535 orang 

dengan kondisi gizi kurang adalah 547 orang atau 8,4%. Konteks program sudah 

cukup memadai namun pada tahap proses pelaksanaan program perlu 

disempurnakan mulai dari ketersediaan inputs dana, tenaga, sarana dan prasarana 

sampai dengan proses inputs menjadi outputs yang masih belum memadai. 

2. Kelemahan-kelemahan Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada Dinas 

Kesehatan di Kabupaten Bulungan 

Kelemahan-kelemahan program perbaikan gm masyarakat pada Dinas 

Kesehatan di Kabupaten Bulungan terjadi pada inputs dana, tenaga dan sarana 

prasarana kurang memadai. Proses pelaksanaan program terjadi pada tahap 

perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi yang masih lemah. 

Selain itu lingkungan program berupa lingkungan fisik yaitu kondisi geografi 

wilayah dan non-fisik meliputi aspek pendidikan, budaya masyarakat serta faktor 

ekonomi turut menentukan ketidak-berhasilan program. 
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3. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan 

program perbaikan gizi masyarakat pada Dinas Kesehatan di Kabupaten 

Bulungan 

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan program dengan 

memaksimalkan tenaga kesehatan yang ada dan kader-kader kesehatan. 

Perencanaan program secara terpadu, meningkatkan kualitas data pelaporan, 

desain ogranisasi, penyusunan SOP, meningkatkan capacity building dan 

memperbaiki pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Selain itu, meningkatkan 

koordinasi lintas program dan sektor untuk memperkecil hambatan lingkungan 

program baik lingkungan fisik maupun non fisik. 

B. Saran-Saran 

1. Saran Teoritis 

Menurut Easton dalam Rusli (2015 : 40) "public policy is the authoritative 

allocation of' values for whole society, yang dapat diartikan bahwa kebijakan 

publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kcpada seluruh masyarakaf'. 

Secara teoritis program perbaikan gizi masyarakat pada Dinas Kesehatan untuk 

mendistribusikan berbagai nilai bidang kesehatan khususnya nilai-nilai gizi 

seimbang kepada masyarakat untuk meningkatkan status gizi masyarakat yang 

baik. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan secara otoritatif sebaiknya 

dapat menyempumakan program perbaikan gizi masyarakat. Pelaksanaan program 

sebaiknya dengan mengintegrasikan program-program lainnya. Karena 

permasalahan gizi yang sangat kompleks, dan kasus-kasus gizi kurang setiap 

tahun jumlanya jlutuatif, maka integrasi program kesehatan sangat diperlukan 
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dalam rangka mengatasi beberapa faktor inputs yang kurang memadai serta 

pelaksanaan program yang kurang maksimal. 

2. Saran praktis 

Berdasarkan hasil evaluasi program perbaikan gizi masyarakat pada Dinas 

Kesehatan di Kabupaten Bulungan, salah satu temuan yang menyebabkan 

pelaksanaan program tidak optimal adalah ketersediaan faktor inputs dana. 

Ketersediaan dana I anggaran program perbaikan gizi masyarakat tidak memadai, 

hal ini salah satu indikator yang menunjukan tingkat keseriusan pemerintah 

daerah dalam hal Dinas Kesehatan kabupaten Bulungan masih kurang. Percepatan 

upaya perbaikan gizi masyarakat di kabupaten Bulungan merupakan tindakan 

yang segera dilakukan dengan menambah pengalokasian faktor inputs terutama 

dana atau anggaran program. Selanjutnya kebijakan percepatan upaya perbaikan 

gizi masyarakat di kabupaten Bulungan disarankan agar diatur dalam Peraturan 

Daerah (Perda) kabupaten Bulungan tentang Upaya Perccpatan Pcrbaikan Gizi, 

sehingga dapat menjadi payung hukum pclaksanaan program dan dapat 

meningkatkan peranan lintas program dan lintas sektor terkait. 
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Lampiran 2 : Pedoman Wawancara 

No Pertanyaan Informan 

1 Bagaimana menurut Bapak/ibu terkait Program Perbaikan 4,5 
Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 
') 

2 Bagaimana Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada Dinas 1,2 
Kesehatan Kabupaten Bulungan? 

3 Apa permasalahan dan tujuan Program Perbaikan Gizi 1,2 
Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 

4 Bagaimana pelaksanaan program Perbaikan Gizi Masyarakat 2,3 
dari aspek tenaga, dana dan sarana prasarana ? 

5 Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran pad a 2,3 
program Perbaikan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulungan? 

6 Menurut bapak I ibu, bagaimana dengan jumlah anggaran 2,3 
Program Perbaikan Gizi Masyarakat, apakah sudah memadai? 

7 Apakah untuk menyusun anggara program berdasarkan 2,3 
analisis biaya? 

8 Menurut bapak I ibu, apakah Program sudah menampung 2,3 
seluruh jcnis rencana kcgiatan ? 

9 Bagaimana kegiatan pelayanan gizi khususnya di puskesmas 6,7,8,9 
dan sarana pelayanan kesehatan lainnya? 

10 Menurut bapak/ibu apakah ada payung hukum pelaksanaan 2 
TFC dan Kcbijakan Program lainnya? 

1 1 Bagaimana dcngan kegiatan sosialisasi Kcbijakan Program 6,7,8,9 
Perbaikan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulungan ? 

1 1 Menurut bapak I ibu, bagaimana ketcrlibatan lintas sektor 2,3,6,7 
dalam pelaksanaan Kcbijakan Program Pcrbaikan Gizi 
Masyarakat pada Dinas Kcsehatan Kabupaten Bulungan? 

12 Bagaimana sasaran program Program Pcrbaikan Gizi 2,3,6,7,8,9 
Masyarakat pada Dinas Kesehatan Ka bu paten Bulungan 
seperti pemberian makanan tamhahan (PMT)? 

13 Menurut bapak/ibu bagaiamana cvaluasi atau pengendalian 3,6,7,8,9 
Program Pcrbaikan Gizi Masyarakat di laksanakan secara rutin 
') 

14 Menurut bapak I ihu apakah ada cvaluasi dan tindak lanjut 2,3 
hasil dari output program? 

15 Menurut bapak I ibu bagaimana dengan pelayanan di TFC ? 10, 11 
16 Apakah ibu memahami tentang perlunya gizi bagi bayi? 11 
17 Apakah ibu tidak kesulitan dengan kcberadaan TFC disini? 11 
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Lampiran 3 : Pedoman Reiview 

Pedoman Review Dokumen 

1 Data jumlah penduduk Ka bu paten Bulungan menurut Jems ma ta 
pencaharian tahun 2012, 2013, dan 2014 

2 Data jumlah penduduk Kabupaten Bulungan menurut umur dan Jems 
kelamin tahun 2012, 2013 dan 2014 

3 Data singkat Bulungan Dalam Angkat tahun 2012, 2013 dan 2014 

4 Data Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan tahun 2012, 2013 
dan 2014 

5 Data Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan tahun 
2012, 2013 dan 2014 

6 Data kcuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan tahun 2012, 2013, dan 
2014 

~ 

4 Data Keuangan Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan 
Kabupatcn Bulungan tahun 2012, 2013, dan 2014 

-~ 

5 Data Rcncana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Perbaikan Gizi 
Masyarakat pada Dinas Kcsehatan Kabupatcn Bulungan tahun 20122013 
dan 2014 
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Lampiran 4 : Transkrip Wawancara 

No Pertanyaan Informan 

Bagaimana menurut Bapak/ibu terkait Program Perbaikan 4,5 

2 

Gizi Masyarakat pada Oinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 
') 

Informan 4 ( empat ) : 

" ... kalau untuk kabupaten, kabupaten.Bulungan 
khsusunya ya, itu kebijakan masalah baik SOM, 
SOM itu karena luas, dan kesehatan maupun dari 
pendidikan, kitra tetap fokus artinya dukungan 
terhadap kesehatan, karena gizi merupakan salah 
indikator dari SOM tentunya itu mendapat prioritas 
utama disamping prioritas infrastruktur lainnnya tapi 
untuk kesehatan masih prioritas utama, 
konsekuensinya pendanaan kita fokus baik APBO 
maupun bantuan keuangan propinsi" 

Informan 5 (lima) 

" ... kaitannya dengan supporting anggaran kita OPOR 
dan pemerintah sektor kesehatan selama ini tidak 
pcrnah kita mcmpelototi karcna untuk menyangkut 
hajat hidup orang banyak masalah kesehatan ini, jadi 
APBD Dinas Kesehatan pada prinsipinya kita tidak 
terlalu membahas secara detail, artinya kita percaya 
pada dinas teknis karena ya itu menyangkut hajat 
hidup orang banyak dan masalah gizi buruk selama 
plafon anggaran tidak kita pangkas, artinya kita 
konsen". 

Bagaimana Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulungan? 
Informan 1 (satu) : 

" .. e . .jadi dinas kesehatan untuk penanggulangan glZI 
buruk kita mengacu pada millenium development 
goals, poin pertama menurunkan angka kemiskinan, e 
sedangkan menurunkan angka kemiskinan salah satu 
satunya adalah dengan meningkatkan gizi masyarakat, 
bagaimana orang miskin tidak mengalami kekurangan 
gizi, sehingga di program kesehatan khususnya di 
bidang kesehatan masyarakat ada seksi kesehatan 
keluarga, seksi KIA dan gizi, yang sudah dilaksanakan 
yang pertama setiap puskesmas ditempatkan tenaga 

1,2 

118 

42800.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



3 

yang ahli puskemas, tetapi tidak dapat dikerjakan satu 
orang yang ahli dalam bidang gizi dibantu dengan 
program posyandu, dimana teman-teman puskesmas 
melalui pelayanan kesehatan dapat ikut membantu 
memberikan penyuluhan.Kasus gizi kurang bukan 
karena mereka tidak makan, untuk kondisi Bulungan 
ini ketersediaan sumber makanan protein sepertinya 
cukup, ada kebijakan pemerintah tentang raskin, 
daging dapat mereka cara dengan berburu seperti 
payau. Tingkat pendidikan yang masih kurang rata-rata 
masih banyak sekolah dasar sehingga belum 
mengetahui gizi seimbang dan bisa jadi karena 
penyakit dan perilaku masyarakat hidup bersih dan 
sehat masih kurang, masih buang air besar sembarang 
yang menyebabkan penyakit diare dan kekurangan 
g1zi. 

Informan 2 (dua) 

" ... jadi untuk kabupaten bulungan memang situasi 
kondisi masalah kesehatan dari hasil riskesdas 2007 itu 
kita masuk daerah bermasalah kesehatan, dari hasil 
evaluasi itu kita kan demands kebutuhan dari 
masyarakat utama perlu pelayanan kesehatan, 
permasalahan gizi masalah kurang gizi, terutama 
permasalahan pelayanan ibu dan anak, permasalahan 
promosi kesehatan yang merupakan unggulan 
dicarikan jalan pemecahannya. ". 

Bagaimana mengidentifikasi masalah dan tujuan Program 
Perbaikan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulungan 

Informan 1 (pertama) : 

" kebijakan kami untuk pananggulanan kasus gizi buruk, 
pertama memberikan pengetahuan masyarakat 
mengenai perlunya glZI scimbang dengan 
menempatkan tenaga kesehatan didesa-desa untuk 
memberikan pelayanan kesehatan, dan setiap 
puskesmas terdapat tenaga ahli gizi yang dapat 
memberikan pelayanan gizi dan penyuluhan diluar 
gedung, kedua membantu mereka yang bayi balita 
kekuranga gizi untuk dapat dirawat melalui TFC". 

1,2 
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Informan 2 (kedua) : 

" ... untuk upaya penanganan masalah gizi kita sudah 
mengeluarkan kebijakan untuk membentuk TFC melalui 
proses yang panjang, akhimya kita membangun TFC 
terutama untuk penanganan masalah gizi kurang, 
kemudian untuk penanganan AKI upaya-upaya yang 
dilaksanakan dengan menyekolahkan, rekruitmen lokal, 
sekolah khsusus upaya-upaya peningkatan kualitas 
SDM, upaya-upaya pelatihan-pelatihan dan 
pembentukan puskedsmas Poned". 

Bagaimana pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat 
dari aspek tenaga, dana dan sarana prasarana ? 
Informan 3 (tiga) : 

" ... jumlah tenaga gizi yang ada di Kabupaten Bulungan 
kita masih kekurangan, dimana berjumlah enam belas 
orang, empat orang di Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulungan dan dua belas orang di puskesmas, kecuali di 
Puskesmas Long Bang yang masih belum memiliki 
tenaga gizi '' 

Informan 7 (tujuh) 
" ... satu orang tenaga teknis gizi mcnurut evaluasi kita 
untuk pengelola kegiatan satu kccamatan cenderung 
kewalahan, idealnya sih berjumlah dua orang, ya satu 
orang kegiatan diluar gedung dan satu orang 
perencanaan di puskesmas, namun satu orangpun 
sebenarnya bisa asalkan petugas kesehatan lainnya 
diberikan pelatihan dan pengetahuan tentang gizi" 

Informan 8 (delapan) 
" ... jumlah tenaga gizi di puskcsmas mcnurut beban 
kurang idealnya tiga orang, dua dalam gedung dan satu 
orang diluar gedung". 

Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran pada 
kebijakan program Perbaikan Gizi Masyarakat pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulungan? 
Informan 3 (tiga) : 

" ... perencanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat 
memang kita susun dari data-data dari indikator­
indikator hasil capaian program yang telah dicapai 
sebelumnya, belum berdasarkan analisa permasalahan, 
intinya berangkat dari capaian program yang belum 
tercapai untuk menentukan prioritas kegiatan dan 

3,7,8 

3,7,8,9 
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kegiatan yang kita rencana berdasarkan renstra yang 
kita buat, kebanyakan usulan-usulan dari puskesmas 
belum banyak dipenuhi karena keterbatasan anggaran 
dan usulan masyarakat melalui musrenbang berupa 
PMT (Pemberian Makanan Tambahan)" 

Informan 7 (tujuh) : 

" ... perencanaan kita masih lemah, bagaimana 
menganalisis akar permasalahan kita masih belum 
tajam, jadi kebanyakan perencanaan e.. sifatnya 
situasional saja secara global saja kalau perencanaan 
PMT kebanyakan dari masyarakat..". 

lnforman 8 (delapan): 
" ... e ... kalau usulan PMT (Pemberian Makanan 
Tambahan) kami tidak memberikan masukan melalui 
musrenbang, dinas sendiri yang tahu, bukan kita, kami 
tidak tahu kok ujug-ujug ada gitu" 

Informan 9 (sembilan) : 
... kalo desa-desa mengusulkan PMT di Musrenbang 
kecamatan, cuman realisasinya kami belum tahu" 

Menurut bapak I ibu, bagaimana dengan jumlah anggaran 
Kebijakan Program Pcrbaikan Gizi Masyarakat, apakah sudah 
memadai? 
Informan 2 (dua) 

'' .. untk pembcrian PMT kita masih kurang sesuai 
kasusnya, anggaran selama ini masih kurang, walaupun 
kitras masukan sekian tapi realisasinya yang masih 
kurang" 

lnforman 3 (tiga) 
" .. lagi-lagi kita terbatasnya anggaran .. tetutama bagi 
peningaktan SDM, kegiatan kita masih terbatas pada 
kelompok-kelompok tertcntu, dari program yang ada 
belum menampung semua rencana karena terbatasnya 
anggaran ... dari usulan teman-teman puskemas untuk 
pemenuhan prasarana penunjang program, karena 
terbatasnya anggaran, dari semua usulan itu belum 
dapat terpenuhi 

Apakah untuk menyusun anggara program berdasarkan 
analisis biaya? 
lnforman 2 (dua) 
" .. e selama ini kita usulkan sekian, namun realisasi Juga 
masih kurang". 

2,3 
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Informan 3 (tiga) 
" .. kalau analisa biaya e .. kita masih tidak tahu, jadi kita tidak 
buat dasamya renstra aja." 

8 Menurut bapak I ibu, apakah Program sudah menampung 
seluruh jenis rencana kegiatan ? 

2,3,6 

9 

Informan 2 (satu) 
" ya tidak semua direalisasikan, lagi-lagi anggarannya 
terbatas". 

Informan 3 (dua) : 
".. yaa banyak yang direncanakan, namun terbatasnya 
anggaran sesuai dengan pagu anggaran". 

Informan 6( enam) 
" .. kita sudah meminta bantuan perusahaan untuk beperan 
dalam perbaikan masyarakat masalah gizi .. terutama kondisi 
rumah minta diperbaiki". 

Bagaimana kegiatan pelayanan gizi khususnya di puskesmas 
dan sarana pelayanan kesehatan lainnya? 
lnforman 3 (tiga) : 

·'... jadi kegiatan kita setiap tahun ada kegiatan 
soasiliasi program glZI ke masyarakat yang 
dilaksanakan oleh dinas dan puskesmas, kita lebih 
banyak bergerak pada upaya promotif ini kita lakukan 
bckerjasama PKK desa. Untuk Kegiatan Pembcrian 
Makanan Tambahan (PMT) dan vitamin sasaran kita 
adalah bayi balita gakin yang rentan terhadap kasus 
gizi buruk dan ibu hamil" 

3 

10 Menurut bapak/ibu apakah ada payung hukum pelaksanaan 2 
TFC dan Kebijakan Program lainnya? 
" .. kalo untuk payuung hukum belum ada .. " 

11 Bagaimana dengan kegiatan sosialisasi Kebijakan Program 8 
Perbaikan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulungan? 
Informan 8 (delapan): 

" ... belum ada sosialisasi program gizi dari dinas, 
sehingga kami tidak tahu kegiatan dinas yang 
dilaksanakan oleh puskesmas, kecuali PMT setau saya 
kami tidak ada program pemberdayaan masyarakat dari 
Dinas yang dilaksanakan puskesmas cuman PMT aja, 
yang kami lakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
dari biaya operasional puskesmas sendiri". 
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11 Menurut bapak I ibu, bagaimana keterlibatan lintas sektor 
dalam pelaksanaan Kebijakan Program Perbaikan Gizi 
Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan ? 
Informan 3 (tiga) : 

" .. e.pelaksanaan program masih berjalan sendiri 
sendiri, dinas dan puskesmas, kurangnya koordinasi 
... memang kalau tim kita tidak pun ya, namun setiap 
puskesmas dan kecamatan kita bentuk daerah bianaan 
gizi". 

Informan 8 (delapan): 
" ... kita punya pos penimbangan bergerak, diluar jam 
kerja merupakan salah satu upaya kami untuk 
pendekatan masyarakat yang tidak mau ke posyandu, 
ini bukan program dinas tetapi puskesmas tanpa ada 
anggaran". 

lnforman 3 (tiga) : 
"... jadi kegiatan kita setiap tahun ada kegiatan 
soasiliasi program g1z1 ke masyarakat yang 
dilaksanakan oleh dinas dan puskesmas, kita lebih 
banyak bergerak pada upaya promotif ini kita lakukan 
bekerjasama PKK desa. Untuk Kegiatan Pemberian 
Makanan Tambahan (PMT) dan vitamin sasaran kita 
adalah bayi balita gakin yang rentan terhadap kasus 
gizi buruk dan ibu hamil" 

Informan 7 (tujuh) 

·· ... pemberdayaan yang dilakukan oleh puskcsmas 
sebatas penyuluhan melalui kegitan posyandu dan 
pemberian makanan tambahan (PMT) sasarannya 
diberikan ternyata dilapangan diberikan halita non 
gakin dan kepada anak-anak sekolah yang dikelola 
PKK. Hal ini temyata dikarenakan balita yang 
mengalami masalah gizi justru pada bayi balita non 
gakin" 

12 Bagaimana sasaran program Kebijakan Program Perbaikan 
Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 
seperti pemberian makanan tambahan (PMT)? 
Informan 2: 
" e .. PMT sih masih kurang sesuai kasusnya" 
Informan 3 
" untuk PMT masih belum mencukupi" 
Informan 6 
' kalo pmt sih cukup hanya saja tidak kontinue" 
Informan 7: 

2,3,6,7 

2,3,6,7 
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" kalo pmt sih cukup aja" 
13 Menurut bapak/ibu bagaimana evaluasi atau pengendalian 3,7,8 

Program Perbaikan Gizi Masyarakat dilaksanakan secara rutin 
? 
lnforman 3 (ketiga) : 

" ... evaluasi program memang kita dilakukan setahun 
kita lakukan sekali melalui pertemuan petugas gizi 
puskesmas sekali karena keterbatasan anggaran APBD, 
dan faktor geografis kalau kita memanggil untuk 
pertemuan membutuhkan biaya besar, selama ini kita 
lakukan setahun sekali ". 

lnforman 7 (tujuh) 
" ... pemantauan di puskesmas rutin dilakukan, 
mengundang para kader, pengendalian lebih dilakukan 
pada pertemuan kader, dan supervisi oleh Dinas 
Kesehatan lebih pada pelaporan ada feedbacknya, kalo 
dari program agak masalah teknis, tidak pernah 
persoalan manajemen". 

lnforman 8 (delapan) 
" ... puskesmas jarang dikunjungi, mungkin karena 
puskesmas kami letaknya dekat, hanya meminta 
laporan, kalau pertemuan ada setahun sekali". 

14 Menurut bapak I ibu apakah ada cvaluasi dan tindak lanjut 2,7,8 
hasil dari output program? 
Informan 3 (ketiga) : 

" ... evaluasi program mcmang kita dilakukan setahun 
kita lakukan sekali melalui pertemuan petugas gizi 
puskesmas sekali karena ketcrbatasan anggaran APBD, 
dan faktor geografis kita memanggil membutuhkan 
biaya, selama ini kita lakukan setahun sekali ... 

Informan 7 (tujuh) 
" ... pemantauan di puskesmas rutin dilakukan, 

mengundang para kader, pengendalian lebih dilakukan 
pada pertemuan kader, dan supervisi oleh Dinas 
Kesehatan lebih pada pelaporan ada feedbacknya, kalo 
dari program agak masalah teknis, tidak pernah 
persoalah manajemen". 

Informan 8 (de Japan) 
" ... puskesmas jarang dikunjungi, mungkin karena 
puskesmas letaknya dekat, hanya meminta laporan, 
kalau pertemuan ada setahun sekali". 
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15 Menurut bapak I ibu bagaimana dengan pelayanan di TFC ? 10, 11 
Inforrnan 10 (sepuluh) 

" .. pelayanan TFC selama ini e bagus aja, lancar aja 
pasiennya rawan jalan juga rawat inap bila pasiennya 
tidak mau dirawat kami mendatangi ke rumahnya, 
obat-obatan ada, susu dari Dinas Kesehatan. Kendala 
kami susu yang diberikan tidak cocok dengan kondisi 
pasien, sudah diusulkan ke Dinas Kesehatan". 

Inforrnan 11 (sebelas): 
"Syukur Alhandulliah aku juga terima kasih dengan 
pelayanan sini, kurang apalagi ada kalo ngga ada 
pelayanan sini, cucuku ngga sehat". 

16 Apakah ibu memahami tentang perlunya gizi bagi bayi? 11 
lnforrnan 11 (sebelas): 

"Do orang ni tidak tahu menahu, maklumlah 
perempuan ini kurang pergauian kurang pendidkan" 

17 Apakah ibu tidak kesulitan dengan keberadaan TFC disini? 11 
lnforman 11 ; 
"ee ya lumayan tidak juga" 
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